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KATA PENGANTAR

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 52 Tahun 2022
mewajibkan pejabat gubernur transisi untuk menyusun Rencana Pembangunan
Daerah (RPD). Instruksi ini dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2022. Instruksi
ini berlaku untuk daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada
tahun 2023 dan daerah otonomi baru dengan bertujuan unfuk mendukung
kesinambungan perencanaan pembangunan di masa transisi menuju pemilihan
umum (pemilu) tahun 2024. Instruksi ini juga beriujuan uniuk memberikan
pedoman bagi para penjabat kepala daerah untuk menyusun RPD, pemerintah
daerah perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD, agar
menghasilkan dokumen yang berkualitas. Dalam menyusun RPD, pemerintah
daerah perlu menyusun RPD Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis (Renstra)
Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Renstra Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua Tahun 2024 — 2026 disusun
berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024
- 2026 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Nomor
Tahun 2024. RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026 merupakan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah di masa transisi menuju ke
pemilihan umum kepala daerah 2024 yang berfungsi sebagai pedoman bagi
Pemerintah Provinsi Papua dalam menyusun Renstra Satuan kerja Perangkat
Daerah (SKPD), Rencana Kerja (Renja), serta dokumen perencanaan
pembangunan lainnya pada periode Tahun 2024-2026 sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan.




Penyusunan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
merupakan proses krusial dalam mencapai efektivitas dan efisiensi pelayanan
publik. Proses ini dimulai dengan identifikasi kebutuhan dan prioritas masyarakat
yang menjadi sasaran pelayanan SKPD. Langkah pertama adalah analisis situasi
yang mencakup penilaian terhadap kondisi internal dan eksternal, termasuk
potensi, tantangan, serla peluang yang ada. Seielah analisis situasi, SKPD
menyusun tujuan dan sasaran strategis yang akan menjadi panduan dalam
penyusunan program dan kegiatan serta harus selaras antara RPD dan Renstra
SKPD. Tahap berikutnya adalah penyusunan rencana kerja (Renja) yang memuat
program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan target yang ingin dicapai. Renja
ini harus disusun secara realistis dan terukur, dengan mempertimbangkan sumber
daya yang tersedia, baik anggaran, tenaga kerja, maupun waktu.

Renstra diharapkan mampu menghadapi perubahan besar yang akan terjadi di
lingkungan Dinas Olahraga dan Pemuda pada khusunya dan Pemerintah Provinsi
Papua pada umumnya dengan prinsip — prinsip tata kelola pemerintahan yang baik
antara lain efisiensi, evektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.
Selanjutnya dalam setiap perencanan dan pelaksanaan program tahunan akan
dievaluasi sebagai perwujudan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Diharapkan kualitas serta kuaniitas kinerja yang telah ditetapkan sesuai
indikatornya sehingga dapat dilakukan pengukuran keberhasilan dan evaluasi

kegagalan perencanaannya.
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Bab 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua

komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
Pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan
dari pembangunan nasional dan dilaksanakan sesual dengan kondisi dan
kebutuhan nyata daerah dalam koridor Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Hal ini menunjukkan adanya harmonisasi dan
sinkronisasi antara kebijakan pembangunan nasional dengan
pembangunan daerah. Pada prinsipnya pembangunan daerah
dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki
masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah
dan nasional. Pembangunan daerah maupun nasional sama-sama

bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Perencanaan pembangunan di Indonesia memiliki dasar, yaitu Undang-
undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu
kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan
rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah,
dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan
masyarakat di tlingkat Pusat dan Daerah. Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional bertujuan untuk 1) Mendukung koordinasi

EENSTRA DISORDA TAHUN 2024-2026



antarpelaku pembangunan; 2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi,
dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi
pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; 3) Menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan, dan
pengawasan, 4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan 5) Menjamin
tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan,

dan berkelanjutan. Menurut Undang-undang nomor 25 tahun 2004,

rencana pembangunan nasional meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang merupakan
dokumen perencanaan untuk peniode 20 (dua puluh) tahun, baik untuk
nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang merupakan
dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, baik untuk
nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota.

3. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang merupakan dokumen
perencanaan tahunan, baik untuk nasional, provinsi, dan kabupaten/
kota.

Pendekatan perencanaan pembangunan seperti yang diatur dalam
Undang-undang nomor 25 tahun 2004 maupun Undang-undang nomor 23
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi

1. Pendekatan teknokratis,

2. Pendekatan partisipatif,

3. Pendekatan politis, serta
4

Pendekatan atas-bawah dan bawah atas (fop down dan baottorn up).

Selain itu, periu mengusung prinsip tematik, holistik, integratif, dan spasial
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Nasional. Pendekatan ini merupakan pendekatan perencanaan yang
menyeluruh mulai dan hulu hingga hilir dimana rangkaian kegiatan
dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan,
serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan wilayah. Yang dimaksud
dengan tematik adalah penentuan tema prioritas dalam suatu jangka waktu
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perencanaan. Yang dimaksud dengan holistik adalah penjabaran tematik
program kepala daerah ke dalam perencanaan yang komprehensif mulai
dar hulu hingga hilir. Yang dimaksud dengan integratif adalah upaya
keterpaduan pelaksanaan perencanaan program kepala daerah yang
dilihat dari peran berbagai pemangku kepentingan dan upaya keterpaduan
berbagai sumber pendanaan. Yang dimaksud dengan spasial adalah
penjabaran program kepala daerah dalam satu kesatuan wilayah dan

keterkaitan antar wilayah.

Kegiatan perencanaan merupakan salah satu kunci darn keberhasilan
pembangunan di suatu daerah. Menurut Conyers dan Hills (1984),
perencanaan adalah proses yang kontinyu, terdini dari keputusan atau
pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada,
dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Di
dalam proses birokrasi, semua kegiatan yang dilaksanakan pada tahun
beralan harus sudah diusulkan dan direncanakan dengan matang satu

tahun sebelumnya melalui suatu proses yang panjang.

Penyusunan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) merupakan proses krusial dalam mencapai efektivitas dan efisiensi
pelayanan publik. Proses ini dimulai dengan identifikasi kebutuhan dan
prioritas masyarakat yang menjadi sasaran pelayanan SKPD. Langkah
pertama adalah analisis situasi yang mencakup penilaian terhadap kondisi
intenmal dan eksternal, termasuk potensi, tantangan, serta peluang yang
ada. Setelah analisis situasi, SKPD menyusun tujuan dan sasaran strategis
yang akan menjadi panduan dalam penyusunan program dan kegiatan
serta harus selaras antara rencana pembangunan jangka menengah
daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD. Tahap berikutnya adalah penyusunan
rencana kerja (Renja) yang memuat program dan kegiatan beserta
indikator kinerja dan target yang ingin dicapai. Renja ini harus disusun
secara realistis dan terukur, dengan mempertimbangkan sumber daya yang
tersedia, baik anggaran, tenaga kerja, maupun waktu. Penyusunan

dokumen perencanaan SKPD yang baik akan membantu pemerintah
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daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan,
meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan kesejahteraan
masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perlunya
perencanaan strategis tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan
daerah. Perencanaan daerah dalam bentuk dokumen perencanaan jangka
menengah daerah merupakan manifestasi kontrak politik Gubernur Papua
terpilih yang harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis dar
masing-masing unit kerja sebagaimana lersebut dalam Undang- undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 263, pasal 264
dan pasal 265.

Perencanaan sebagai salah satu fungsi dari manajemen merupakan hal
penting yang harus dilakukan dalam manajemen pemerintahan. Seluruh
aktivitas dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah terlebih
dahulu melalui proses perencanaan. Perencanaan yang bak akan
menghasilkan keluaran (output) kegiatan pemerintah yang tepat sasaran
dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan pemerintah. Merencanakan
berarti memilih. Dalam hal ini memilih berbagai alternatif tujuan agar
tercapai kondisi yang lebih baik. Selain itu, memilih cara/kegiatan untuk
mencapai tujuan/sasaran dari kegiatan tersebut. Perencanaan sebagai alat
untuk mengalokasikan sumber daya yaitu sumber daya alam, sumber daya
manusia, dan modal. Sumber daya yang terbatas menyebabkan perlunya
dilakukan pengalokasian sumber daya sebaik mungkin. Konsekuensinya
adalah pengumpulan dan analisis data serta informasi mengenai
ketersediaan sumber daya yang ada menjadi sangat penting. Perencanaan
sebagai alat untuk mencapai tujuan/sasaran, Dalam hal ini, perencanaan
membutuhkan sumber daya, dokumen perencanaan, organisasi, anggaran
dsb. Perencanaan berhubungan dengan masa yang akan datang.
Implikasinya adalah perencanaan menjadi sangat berkaitan dengan

proyeksi/prediksi, penjadwalan kegiatan, monitoring dan evaluasi.
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Guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-
program Pemerintah Provinsi Papua, Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi
Papua sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi
Papua dalam menyusun rencana strategis perangkat daerah memfokuskan
pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Adapun program yang disusun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam
MNegeri Nomor 900.1,15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verfikasi Validasi yaitu
urusan wajib di bidang Pemuda dan olahraga. Pembangunan olahraga
merupakan salah satu pilar untuk memelihara kesehatan dan kebugaran

tubuh yang dapat mendukung produktivitas sumber daya manusia.

Undang-Undang MNomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan
mengamanatkan bahwa untuk kualitas hidup dan kesejahteraan manusia,
pembangunan nasional di bidang keolahragaan dilaksanakan secara
terencana, sistematis, terpadu, bernenjang, dan berkelanjutan, seria
berorientasi pada prestasi dan peningkatan kesejahteraan hidup pelaku
olahraga, sehingga pengembangan dan pengelolaan diarahkan untuk
tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat, pemerataan
akses dan pemenuhan infrastruktur keclahragaan, prestasi dan perbaikan
iklim keolahragaan, serta tata kelola keolahragaan yang sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan kompetisi keolahragaan dunia. Di samping
itu keolahragaan juga harus mampu menjamin pemerataan kesempatan
olahraga, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen
olahraga secara berkelanjutan untuk menghadapi tantangan sesuai
dengan tuntutan dan dinamika perubahan dalam keolahragaan, termasuk
perubahan strategis di lingkungan intemasional. Amanat pembangunan
Indonesia pada tahun 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya
manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan pendekatan inklusif
memperhatikan kebutuhan usia lanjut maupun penduduk penyandang
disabilitas yaitu mengikutsertakan seluruh penduduk sesuai siklus hidup
dan tanpa diskniminasi. Kebijakan pembangunan manusia berbasis

pengendalian dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan
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pelayanan2 dasar dan perindungan sosial, peningkatan kualitas anak,
perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan
produktivitas dan berdaya saing.

Pembangunan Kepemudaan menjadi salah satu isu strategis bangsa ini
mengingat jumlah pemuda di Indonesia mencapai hampir seperempat total
penduduk Indonesia. Pada tahun 2020 jumlah pemuda mencapai 64.5 juta
jiwa ( 23, 86 persen) yang juga berarti 1 dari 4 penduduk Indonesia adalah
pemuda. Jumiah yang sedemikian besar menuntut adanya kesungguhan
pada kualitas pembangunan kepemudaan yang baik dalam proses
perencanaan, implementasi maupun evaluasi. Mengacu pada undang
undang nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, pasal 4 menyebutkan
bahwa pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan
kepemudaan. Salah satu fungsi pelayanan yang dilakukan adalah
Pengembangan  Pemuda. Pengembangan  Pemuda  meliputi
Pengembangan Kepeloporan, Kepemimpinan dan Kewirausahaan

Pemuda.

Renstra Perangkat Daerah Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua
merupakan program jangka menengah 2 (lima) tahunan yang
perumusannya berdasarkan RPJMD Provinsi Papua namun berdasarkan
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi
Baru agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah
Daerah Tahun 2024-2026 vyang selanjutnya disebut Rencana

Pembangunan Daerah Provinsi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

Berdasarkan instruksi tersebut, maka Pemerintah Provinsi Papua
mengeluarkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 5 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Provinsi papua Tahun 2024-2026.
Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026 adalah

dokumen transisi rencanan pembangunan menengah untuk periode 3 (tiga)
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tahun yang akan digunakan oleh Pejabat kepala Daerah sebagai pedoman

untuk penyelenggaraan pemenntahan dan pembangunan.

Kebijakan Pemerintah Pusat yang menyebabkan perlu dilakukan

penyusunan RPD antara lain:

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya
struktur Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD), baik pada
komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, maupun
Pembiayaan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan ini
berkenaan dengan laporan dan informasi hasil kinerja
penyelenggaran pemerintah daerah yang disampaikan kepada
Pemerintah Pusat, DPRD maupun masyarakat.

Peraturan  Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019tentang
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Peraturan ini
mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan
sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi
keuangan daerah dan informasi pemeriniah daerah lainnya secara
nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan
dalam penyelenggaraan pembangunan.

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk
mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan
dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian
program dan kegiatan di perencanaan, serta pengelolaan keuangan
daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.
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Peraturan ini mengatur tata cara dan sistematika penyusunan laporan
kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja
makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah. Peraturan ini mengatur tata cara penyusunan
klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan
daerah dan keuangan daerah dengan memadukan seluruh proses
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, danpertanggungjawaban
serta pelaporan Kinerja dan keuangan di lingkungan pemerintah
daerah.

Instruksi Meneteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi
Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun
2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB).
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Gambar 1.1. Hubungan Renstra SKPD dengan RPD dan Renja SKPD

Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPD yang
diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah
yang berisi program-program prioritas terpilih. Mengingat peran dan fungsi
Renstra sangat penting bagi Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua,
maka penyusunan Renstra Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua
dilakukan secara transparan dan partisipatif. Untuk menghasilkan dokumen
perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Renstra Dinas
Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua 2024- 2026 berisi arah kebijakan
pembangunan, kebijakan umum, keuangan/anggaran dan program
pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas.

Landasan Hukum

Landasan Hukum memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang
strukiur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman
yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
SKPD, landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Olahraga dan Pemuda
Provinsi Papua Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:
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Undang-Undang Nomor 63 Tahun 1958 tentang Sistem Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat Il Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat |
Bali, Nusa TenggaraBarat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655),
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang MNasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700),
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(LembaranMNegara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembemtukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 5234 ) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 438),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undand-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara

Pemerinrtahan Pusat dan Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara
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11.

12.

13.

14,

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757),

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833),

Peraturan  Pemerintah  Nomor 15 Tahun 2010 fentang
Penyelenggaraan Penataan 3 Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peratuaran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322),

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran
Negara REpublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
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16.

17.

18.

18.

20.

21.

22.

Peraturan Memteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomaor T447),

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerash Semesta
Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Tahun Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Perubahan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang
REncana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2008-2029
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3); Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor @ Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi PelaksaaanDalam
Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
Tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Momor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;,

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323),
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9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu
Tanda Penduduk Berbasis Nomor

Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas QOlahraga dan Pemuda Provinsi Papua disusun berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata
Cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, yang mengamanatkan OPD untuk
menyusun Renstra yang berpedoman kepada RPJMD Pemerintah Daerah.
Renstra Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua disusun dengan maksud
menjadikankan acuan resmi bagi Aparatur Sipil Negara dinas untuk

melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu 2024-2026.

Dokumen Renstra Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua adalah
penjabaran RPJMD, tentunya yang terkait dengan Tujuan/Sasaran Strategis,
program dan kegialan yang mendukung Program prioritas Gubernur terpilih.
Renstra Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua merupakan bagian dari
dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan
pelayanan instansi khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam
jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan, dengan memanfaatkan sumber daya dan
dana yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan.

Adapun tujuan Penyusunan Renslra Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi

Papua tahun 2024 - 2026 adalah:

1. Untuk memudahkan seluruh jajaran ASN Dinas Olahraga dan Pemuda
Provinsi Papua dalam mencapali tujuan dengan cara membuat
program/kegiatan secara terpadu, terintegrasi, terarah dan terukur.

2. Untuk memudahkan seluruh jajaran ASN Dinas Olahraga dan Pemuda
Provinsi Papua dalam memahami dan menilai arah kebijakan, program dan

kegiatan tahunan dalam jangka waktu 3 tahun kedepan.
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3.

Sebagai penjabaran visi, misi, Tujuan dan Sasaran kedalam
program/kegiatan yang mampu diwujudkan dan direalisasikan sesual yang
telah ditetapkan.

Menyediakan satu tolok ukur untuk evaluasi kinerja tahunan Dinas Olahraga

dan Pemuda Provinsi Papua.

Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Renstra Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua

periode tahun 2024- 2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah
Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, sebagai berikut :

1.

Bab | merupakan Bab Pendahuluan yang memuat latar belakang, landasan
hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

Bab |l merupakan gambaran pelayanan Dinas Olahraga dan Pemuda
Provinsi Papua yang memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi,
sumberdaya, kinerja pelayanan dan tantangan dan peluang pengembangan
pelayanan.

Bab 1ll merupakan Bab Isu-lsu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan,
telaahan, visi misi, program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan
renstra, telaahan faktor eksternal dan internal (analisa SWOT).

Bab IV merupakan Bab Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Kebijakan,
yang memual tujuan dan sasaran jangka menengah serta strategi dan
kebijakan.

Bab V merupakan Bab Strategi dan Arah Kebijakan yang memuat strategi
yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran seria arah kebijakan dari
setiap strateqi.

Bab VI merupakan Bab Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta
Pendanaan, memuat rencana program, Rencana kegiatan dan kelompok
sasaran, serta kerangka pendanaan indikatif

Bab VIl merupakan Bab Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan yang

menggambarkan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan
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gambaran tentang ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintah
daerah.
8. Bab VIl Penutup memuat pedoman fransisi dan kaidah pelaksanaan
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2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Olahraga dan Pemuda
Provinsi Papua
2.1.1. Tugas Pokok
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2024 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua
menegaskan bahwa Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua
mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan
Pemerintahan di bidang olahraga dan kepemudaan yang
menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang
diberikan kepada Daerah. Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi
Papua dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1)
huruf a, mempunyal tugas memimpin, merumuskan,
mengkoordinasikan, membina, mengarahkan,
menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan
Dinas. Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut .

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program Dinas
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dengan mengarahkan dan membern petunjuk untuk
menyusun rencana kerja teknis di bidang olahraga dan
kepemudaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan
oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
Menyusun rencana strategis Dinas berdasarkan rencana
strategis Pemerintah Provinsi melalui usulan program,
permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah
penyusunan rencana kerja,

Mengkoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Dinas
dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan
percepatan sasaran program;

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas berdarakan
Program untuk sinkronisasi tugas,

Mendistribusikan tugas kepada sekretariat, bidang-bidang
dan UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar
kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-
masing,

Menandatangani naskah Dinas sesuai dengan
kewenangannya untuk tertib administrasi;
Menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dan
dekonsentrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
Mengoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan
pengawasan di bidang Olahraga dan Pemuda dan
menetapkan standar pelayanan minimal UPTD berdasarkan
peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam
pelaksanaan tugas,

Melakukan kerjasama dengan instansi terkait,
Kabupaten/Kota instansi wvertikal serta pihak ketiga
berdasarkan peraturan perundang- undangan untuk
sinkronisasi program,;

Menfasilitasi kegiatan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan

kegiatan agar penanganan permasalahan tepat sasaran,
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12.

13.

14.

15.

Melakukan monitoring dan evaluasi di Kabupaten/Kota
berdasakan peraturan perundang-undangan untuk
mengetahui tingkat pencapaian program;

Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;
Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai
dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan
sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka

meningkatkan kinerja pegawai;

Mengevaluasi pelaksanaan program sekretariat, bidang dan
UPTD berdarakan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan
kegiatan dalam rangka akuntablitas kinerja instansi
pemerintah;

Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Olahraga dan Pemuda

Provinsi Papua terdiri dari

g i
2.

Kepala Dinas;

Sekretariat, terdiri atas :

a. Subbagian Program;

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

c. Subbagian Keuangan dan Periengkapan.

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, terdiri atas :

a. Seksi Pembibitan Olahraga dan Prestasi ;
Seksi Pembinaan Tenaga dan Organisasi
Keolahragaan,dan

c. Seksi Penerapan llmu Pengetahuan dan Teknologi
Keolahragaan.

Bidang Pembudayaan Olahraga, terdiri atas :

a. Seksi Pembinaan Olahraga Pendidikan,

b. Seksi Pembinaan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan
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Layanan Khusus;dan
c. Seksi Pembinaan Industri Olahraga.
5. Bidang Kepemudaan, terdiri atas :
a. Seksi Peningkatan Sumberdaya dan Kapasitas Pemuda;
b. Seksi Pengembangan Kreativitas Pemuda, dan
c. Seksi Pembinaan Organisasi Pemuda.
6. Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda, terdiri
atas :
a. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga;
b. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda, dan
c. Seksi Pengendalian dan Pengawasan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua
berjumiah 121 (Seratus Dua Puluh Satu) orang yang dapat dikualifikasikan
berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan dan eselon dengan uraian
sebagai berikut :

Tabel 2.1. Data Kualifikasi Pendidikan Pegawai Dinas Olahraga dan Pemuda
Provinsi Papua

NO PENDIDIKAN JUMLAH
1. | Doktoral/ §3 1
2. | Magister/S2 28
3. | Sarjana/S1 | 40
4 | Diploma Il 1
5. | Diploma Il -
6. | Diploma | -
| 7. | Sekolah Menengah Tingkat Atas 51
8. | Sekolah Menengah Tingkat Pertama -
9. | Sekolah Dasar -
Jumlah Pegawai 121
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Gambar 2.1. Grafik Data Kualifikasi Pendidikan Pegawai Dinas Olahraga
dan Pemuda Provinsi Papua

Grafik Data Kualifikasl Pendidikan Pegawal Dinas Olahraga dan
Pemudsa Provinsi Papua

Tabel 2.2. Data Kualifikasi Pangkat/Golongan Pegawai Dinas Olahraga
dan Pemuda Provinsi Papua

NO PANGKAT/GOLONGAN JUMLAH
1. | Pembina Utama/lVe
2. | Pembina Madya/lvd 0
3. | Pembina Muda/IVc 1
4. | Pembina Muda Tingkat I/IVb 2
5. | Pembina/lVa 9
6. | Penata Tingkat I/llid 22
7. | Penatallllc 8
8. | Penata Muda Tingkat I/lllb 16
9. | Penata Mudalllla 10
10 | Pengatur Tingkat I/lld 17
11. | Pengaturilic 10
12. | Pengatur Muda Tingkat l/llb 0
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13. | Pengatur Mudallla 26
14. | Juru Tingkat l/ld
15. | Juru/lc
16. | Juru Muda Tingkat I/lb
17. | Juru Muda/la
Jumlah Pegawai 121

Gambar 2.2. Grafik Kualifikasi Pendidikan Pegawai Dinas Olahraga dan
Pemuda Provinsi Papua

Data Kualifikasi Pangkat/Golongan Pegawsail Dinas Ofahraga dan Pemuda

Provinsi Papua
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Tabel 2. 3

Data Formasi Eselonering Pegawai Dinas Olahraga dan Pemuda

Provinsi Papua

NO | PENDIDIKAN JUMLAH
1. | Eselon |l -
2. | Eselon llI 3
3. | Eselon IV 11
4. | Fungsional Tertentu
5 | Fungsional Umum 107
Jumlah Pegawai 121
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Pata Formasi Eselonering Pegawsi Dinas Olahraga dan Pemuda
Provinsi Papua

.. . -
o —
Ezalon Il Ezelan I eselon IV Fungsional Fungzionzl Umum

Tarteniu

Gambar 2.3. Data Formasi Eselonering Pegawai Dinas Olahraga dan
Pemuda Provinsi Papua

EENSTREA DISORDA TAHUN 2024-2026



2.2.3.

Prasarana, Sarana, Peralatan dan Perlengkapan Kerja (Inventaris)Prasarana, Sarana, Peralatan dan
Perlengkapan Kerja (Inventaris) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diuraikan sebagai
berikut:

Kode
SKPD

Tabel 2.4

Data Inventaris Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua

Unit Organisasi/SKPD

Saldo Awal per
01/01/2024

Penambahan Selama
Tahun 2024

Belanja Modal (LRA)

Saldo Akhir
per 31/12/2024

g:::ﬁ d?a"“ag"" dan 2.120.562.960.513,58 118.133.000,00 | 2.120.696.093.513,58

ASET TETAP 2.118.389.270.513,58 118.133.000,00 | 2.118.522.403.513 58
2.2.1 |Tanah 178.442.256.100,40 0,00| 178.442.256.100,40
2.2.2 |Peralatan dan Mesin 112.790.451.993,00 118.133.000,00 | 112.923.584.993,00
2.2.3 | Bangunan dan Gedung 1776.714.799.254.18 0.00 | 1.776.714.799.254.18
2.2.4 f“?"‘- Tigasi dan 2.926.261.666,00 0,00 2.926.261.666,00
~ |Jaringan EEemen AR
2.2.5 | Aset Tetap Lainnya 47.122.851.500,00 0,00 47.122.851.500,00
2:2.8 L‘“"“"“’E"‘E' Dalam 392.650.000,00 0,00 392.650.000,00

engerjaan

ASET LAINNYA 2.173.690.000,00 0,00 2.173.690.000,00
2.2.7 | Aset Tidak Berwujud 1.004.950.000,00 0,00 1.004.950.000,00
2.2.7 | AsetRusak 1.168.740.000,00 0,00 1.168.740.000,00
'2.2.7 | AsetHibah 0,00 0,00 | 0,00
2.2.7 | Aset Lain-Lain 0.00 0,00 0,00
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S| RENCANA STRATEGIS
"'“5!'”?“"'“ = | DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA
3% == PROVINSI PAPUA TAHUN 2024- 2026

Bab 3

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

Bab ini merupakan bab lsu-Isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas
yang memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan,
telashan, visi misi, program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan
renstra, telaahan faktor eksternal dan internal (analisa SWOT). Identifikasi
permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah Dinas
Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua mempunyai tugas pokok Membantu
Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang olahraga dan kepemudaan
yang menjadi kewenanagan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada
daerah. Untuk mengidentifikasi permasalahan di lingkungan Dinas Olahraga dan
Pemuda Provinsi Papua berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan perangkat
daerah dinas.

Terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasikan berdasarkan Tugas
Pokok dan Fungsi dinas sebagai berikut :

1. Kuantitas dan kompetensi SDM yang belum memadai,

2. Minimnya event olahraga dan pemuda yang diselenggarakan di setiap tahun
anggaran;,

Pembinaan olahraga dan pemuda disetiap kecamatan,

Anggaran operasional belum memadai

Penyelenggaraan koordinasi keolahragaan dan kepemudaan belum sinergis.

=2l U

Prestasi olahraga belum mencapai puncak keberhasilan prestasi dan

kemandirian pemuda.
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Upaya Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua yang sudah, sedang dan akan

dilakukan adalah meningkatkan kinerja aparatur dan meningkatkan koordinasi

dengan Organisasi Pemernintah Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua

dan Kabupaten/Kota untuk menyamakan persepsi di bidang pembinaan olahraga

dan kepemudan.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan perangkat

daerah beserla faklor-faktor yang mempengaruhinya. ldentifikasi permasalahan

pelayanan pada Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua dapat dilihat pada

tabel berikut.
Tabel 31
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Olahraga dan Pemuda
1 Kuantitas dan Rendahnya kinerja dan Kurangnya kesadaraan dalam
' kompetansi disiplin ASN metaksanakan kewajiban sebagai ASN

SDM yang

belum memadai

E;;Zﬁr?nga ;L;r;irggnaya pembinaan minimnya pembinaan usia dini disetiap

g ga kelurahan dan kecamatan

n yang Prestasi di masyarakat

sangat

rendah
Kurangnya pembinaan afiit pelajar dan
terbatasnya kuota pembinaan atiit usia

|_pelajar di fingkat kabupaten/ kota/provinsi |

Minimnya eventevent keolahragaan
(kompetisl) tingkat kabupaten/
kotalprovins
Minimnya SDM keclahragaan (wasit,
pelatih, tenaga penyelenggara event
olahraga, tenaga medis clahraga.

2. |Rendahnya Kurangnnya kesadaran Olahraga pendidikan merupakan bagian
pembudayaan masyarakat dalam dari proses pendidikan yang
olahraga berolahraga berkefanjutan dan teratur, yang bertujuan

uniuk memperoleh pengetahuan,
keterampilan, kesehatan, kebugaran
_jasmani, dan kepribadian
Industri  olshraga  adalah  proses
mengolah barang dan jasa menjadi
barang Jadi atau setengah |adi dalam
bidang olahraga untuk mendapatkan
keuntungan. Industri olahraga dapat
bermanfaat bagl masyarakat dengan
meningkatkan fasilitas olahraga, seperti
lapangan dan pusat kebugaran. |ndustri
olahraga dapal membantu meningkatkan
pendidikan di Indonesia. Industri olahraga
yang maju dapat menjamin {ersedianya
sarana dan prasarana yang menunjang
kemajuan prestasi olahraga.
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papua

Olahraga masyarakal dapat menjadi
platform  lokal untuk  memberikan
informasi kesehatan dan pendidikan
kepada masyarakat. Peristiwa olahraga
yang populer dapat menjadi fitik awal
untuk  mobilisasi masyarakat dalam
mendukung prOmosi kesehatan,

_vaksinasi, dan pencegahan penyak __

‘ﬁa_n_ﬁéﬁn;ré 1 ﬁéh’&éﬁn’ﬁ _pa_ngaku;n Merosotnya moralitas pemuda yaném
pemberdayaan diri pemuda papua mengakibatkan perilaku asosial
kepemudaan terhadap identitas asli

Minimnya kegiatan pemberdayaan bagl
generas| muda

Rendahnya kesadaran pemuda terhadap
perannya sebagai penerus bangsa

Belum optimalnya | Belum tersediannya sarana dan prasarana
prestasi pemuda dalam | pengembangan pemuda
peimbangunan
Rendahnya parisipasi | Kurangnya kebijakan pemberdayaan
pemuda dalam program | pemuda yang kuat
pemberdaayaan o
Rendahnya keterlibatan pemuda dalam
proses pengambilan keputusan
Terbatlasnya kegialan pemberdayaan
pemuda
Minimnya pengembangan  wawasan

kebangsaan pemuda

Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang
diselaraskan dengan prioritas pembangunan pada tahap tahun berjalan, yaitu tahap
IV dimana Visi Provinsi Papua pada RPJPD tersebut adalah “Papua yang Mandiri
secara Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Politik.” Visi tersebut memiliki keterkaitan
dengan prioritas pembangunan tahap |V diantaranya tersambung dari seqi
kemandirian pada segala bidang dan harmonis dengan alam. Papua yang mandiri
adalah masyarakat Papua yang mampu mewujudkan kualitas kehidupan yang lebih
baik dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, berbasis aset alam
dan kearifan lokal setiap daerah. Kemandirian yang dimaksud di sini adalah
kemandirian yang mengenal adanya hubungan kerjasama, yang saling
menguntungkan dengan semua pihak untuk mewujudkan pembangunan
berkelanjutan di Papua demi kemajuan masyarakat Asli Papua berdasarkan nilai-

nilai adat dan nilai-nilai universal.

Pencapaian kondisi kemandirian sebagaimana dimaksud sangat memungkinkan
karena dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Papua mengamanatkan dan memberikan peluang kepada masyarakat

Papua untuk merancang masa depannya berdasarkan nilai adat istiadat dan
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memberikan kewenangan untuk menentukan arah pembangunannya sendiri yang
luas serta keberpihakan yang sebesar-besarmnya terhadap masyarakat asli Papua.
Qleh karena itu perbaikan kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang kondusif
akan memberikan peluang bagi masyarakat Papua dalam mewujudkan
kemandinannya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Visi
kemandirian melingkupi kemandirian sosial, kemandirian budaya, kemandirian
ekonomi, dan kemandinian polittk. Dalam menyelenggarakan rencana
pembangunan, kebijakan yang dilakukan harus terarah menuju kepada visi dan misi
yang dicanangkan untuk mencapai kemandirian secara sosial, budaya, ekonomi,
dan politik yang tersematkan dalam visi dan misi, serta sesuai dengan sasaran yang
diharapkan maka beberapa kebijakan yang harus diselenggarakan adalah sebagai
berikut:
1. Mewujudkan kemandirian sosial:

a. Meningkatkan kualitas SDM,

b. Pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengentahuan dan teknologi;

c. Pembangunan yang merata dan adil.
2. Mewujudkan kemandirian budaya:

a. Pembangunan kehidupan keagamaan;

b. Pengembangan jatidiri;

c. Peningkatan budaya berprestasi dan inovatif.
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pengembangan wilayah

a. Pembangunan perekonomian dengan menyiapkan sarana dan prasarana

ekonomi berbasis keunggulan masing-masing wilayah;
b. Peningkatan infrastruktur wilayah;
c. Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam
berkelanjutan;

d. Pengembangan wilayah.
4 Mewujudkan kemandirian politik

a. Mewujudkan masyarakat yang demokratis;

b. Mewujudkan masyarakat Papua aman dan damai yang berdasarkan hukum;
5. Mewujudkan kemandirian masyarakat asli Papua

a. Pengakuan eksistensi nilai-nilai adat dan budaya asli Papua;

b. Percepatan penigkatan kapasitas kualitas hidup dan kemampuan;
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b. Masyarakat Asli Papua untuk berperan pada pembangunan Percepatan
penguatan ekonomi yang selaras dengan kearifan tradisional masyarakat
asli Papus;

c. Pengembangan dan peningkatan inovasi ilmu pengetahuan berbasis budaya
asli Papua dan sumberdaya local,

d. Penguatan politik orang asli Papua.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah Provinsi Papua kedepan mengacu atau
berdampak penting pada wilayah administrative Daerah Otonom Baru (DOB)
Provinsi Papua. Konsekuensi dar adanya pemekaran wilayah di Papua menjadikan
perlu dilakukannya beberapa perubahan dan penyesuaian rencana pembangunan.
Provinsi Papua yang semula memiliki 29 Kabupaten/kota kini setelah adanya
daerah otonomi baru atau pemekaran menjadi Provinsi Papua (Papua induk) hanya
memiliki 9 wilayah kabupaten/kota. Hal tersebut berpengaruh terhadap priontas
pembangunan yang hendaknya disikapi dengan baik dan justru semakin kecil
wilayah administrasinya akan lebih mudah dalam melakukan pengelolaan.

Prioritas pembangunan Provinsi Papua dalam RPJPD Tahap IV (2022 — 2025)
adalah: "Mewujudkan Masyarakat Papua yang Mandiri di Segala Bidang dalam Tata
Kehidupan yang Harmonis Selaras dengan Alam” Pada periode pembangunan
Tahap IV ini, visi pembangunan Papua yaitu Papua yang mandiri secara sosial,
budaya, ekonomi, dan politik sudah terbentuk dan tertanam di dalam setiap individu
orang asli Papua. Tahapan ini menjadi landasan yang kokoh dengan berakhimya
pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua untuk memasuki tahapan
pembangunan jangka panjang selanjutnya yang berorientasi pada cara pandang
visioner, berdasarkan sikap mental dan perilaku adil, menjunjung tinggi kesetaraan
dan kebersamaan, didukung moral dan budaya gotong royong, saling menghormati
dan menunjung tinggi nilai luhur kemanusiaan, mempertahankan eksistensi dan jati
diri orang asli Papua sebagai kebanggaan, terpenuhinya kenyamanan dan kualitas
hidup yang mampu menggerakkan setiap individu berperilaku jujur, terbuka, berbela
rasa baik kepada sesame dan alam ciptaan sebagai konsep dan pola pikir hidup
sosial, didukung oleh keseimbangan dan keberlanjutan fungsi lingkungan sebagai

modal pembangunan yang lestari dan berkelanjutan.
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Pada tahap pembangunan ini, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat
ditunjukkan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) orang asli Papua yang
mandiri, profesional, handal, paham dan mampu terlibat dalam pengembangan
IPTEK, struktur ekonomi lokal yang kokoh dan berdaya saing, didukung oleh
terpenuhinya permukiman yang sehat, sanitasi lingkungan yang memadai, pola
hidup bersih dan sehat yang menjadi bagian dari budaya masyarakat, persentase
penduduk miskin yang rendah, rendahnya ketimpangan pendapatan, ekonomi yang
berkualitas, ketersediaan energi listrik yang terbarui, ketersediaan air bersih,
ketersediaan dan kemapanan pranata hukum, sosial, serta kelembagaannya, yang
didukung oleh ketahanan dan keamanan, serta sikap hidup toleran. Efisiensi dan
efektifitas pembangunan dapat terus diukur melalui ketersediaan dan pemanfaatan
sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam dan fungsi lingkungan yang

menjamin terselenggaranya pembangunan berkelanjutan.

Pemenuhan pelayanan dasar dan pembangunan infrastuktur dasar serta
pembangunan yang tetap memperhatikan lingkungan menjadi fokus utama pada
tahap pertama untuk menjadi landasan bagi keberhasilan pada tahap-tahap
selanjutnya. Peningkatan infrastruktur, aksesibilitas wilayah serta ketentraman dan
ketertiban yang menjadikan keadaan Papua yang kondusif untuk mencapai
kemandirian ekonomi lokal merupakan dasar tema pembangunan pada tahap
selanjutnya. Pada tahap berikutnya peningkatan kemapanan, kesejahteraan, dan
pemerataan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan
lingkungan yang didukung oleh SDM yang berkualitas di seluruh wilayah sudah
menjadi dasar pemahaman seluruh masyarakat Papua untuk mewujudkan dan
mempertahankan kesejahteraan masyarakat Papua. Pada tahap akhir dan
perencanaan ini di tahun 2025 terbentuknya masyarakat Papua yang mandiri
disegala bidang dalam tata kehidupan yang harmonis dan selaras dengan alam,
yang memiliki makna sangat dalam untuk mewujudkan dan mempertahankannya.
Kesejahteraan masyarakat, kemapanan ekonomi lokal yang berdaya saing menjadi
tujuan akhir 20 tahun mendatang sehingga mampu tercapinya visi pembangunan
jangka Panjang Provinsi Papua yang mandiri secara sosial, budaya, ekonomi dan
politik.
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3.1. Sasaran Pokok RPJPD Tahap IV:

Sasaran pokok merupakan instrumen pengukuran kinerja berdasarkan tema dan

arah kebijakan pembangunan setiap tahapan. Sasaran pokok pembangunan jangka

Panjang dibagi dalam empat periode pembangunan Provinsi Papua 2005-2025,

yang selanjuinya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan

Jangan Menengah Daerah (RPJMD) periode berkenaan berdasarkan periode atau

tahapan pembangunan jangka panjang daerah. Secara garis besar, sasaran pokok

pembangunan dalam RPJPD adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat;

2. Pemerataan dan Peningkatan Kemampuan Ekonomi Daerah;

3. Peningkatan Pelayanan Umum;
4 Peningkatan Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.

3.2. Kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara

(RPJMN)

Target makro dan penyesuaiannya (dapat mengacu rancangan RKP 2024),

2. Major Project dan Proyek Prioritas Nasional di Provinsi Papua (target indikator

kinerja dan kebijakan pendanaan jika ada) Konfirmasi dan konsolidasi dengan

bappenas, terutama dengan adanya pemekaran DOB.

Tabel 3.2.

Tahapan dan Skala Prioritas RPJPN 2005-2025

RPJMN 1 (2005-2009)

Menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang
Menata kembali NKRI|, membangun Indonesia yang aman dan
damajyang adil dan demokratis. dengan tingkat kesejateraan yang
lebih baik

RPJMN 1{20710-2014)

Memantapkan penataan kembali Indeneslia di segala bidang
Memantapkan penataan kemball NKRI, meningkatkan kualitas
S0OM membangun kemampuan |PFTEK, memperkual daya saing
daerah

RPJMN 1] (2015-2013)

kemampuan IPTEK

RPJIMN IV (2020-2024)

Menetapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagal
bidang

Memartapkan pembangunan secara  menyeluruh dengan
menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian
vang berbasis SDA vang lersedia, SDM yang berkualitas, serta

Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan |
makmur

Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandin, maju, adil dan
makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang
dengansturkiur perekonomian yang kokoh yang berlandaskan
keungoulan kompetitif

Sumber : RPJP Nasional 2005-2025
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3.3. Isu-Isu Strategis Provinsi Papua

Isu strategis merupakan isu atau hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian secara
khusus yang ditetapkan berdasarkan analisis situasi dan kondisi yang terus
berlangsung dan memiliki dampak luas terhadap suatu pembangunan. Isu ini harus
dikelompokkan dan mendapatkan prioritas tahapan dalam pelaksanaan
pembangunan selama dua puluh tahun perencanaan pembangunan. Isu strategis,
apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Demikian
pula sebalikya, jika tidak dimanfatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu 1su strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan
pembangunan daerah vyang bersifat strategis dan diperkirakan dapat
mempengaruhi agenda pembangunan dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan.
Seperti lelah disebutkan di atas bahwa isu strategis juga didasarkan pada analisis

gambaran umum kondisi daerah, isu nasional, dan isu internasional.

3.4. Isu Strategis Internasional

Isu strategis internasional yang dipertimbangkan dalam perumusan tujuan-sasaran
dalam RPD Provinsi Papua Tahun 2024 — 2026 merupakan isu — isu global yang
mempengaruhi kehidupan beraklivitas masyarakat Papua. Salah satu isu sirategis
di tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan 5 (lima)
tahun mendatang, adalah komitmen Millenium Develepment Goals (MDGs) yang
ditetapkan pada UN Summit tahun 1990 oleh PBB. Dengan telah diadopsinya
komitmen MDG's oleh Indonesia, maka merupakan keharusan bagi Provinsi Papua
bersama daerah lainnya di seluruh Indonesia untuk mencermati indikator dan target
yang harus dicapai. Selain MDG's, isu internasional yang saat ini sedang
berkembang dan akan memberikan efek bagi masa depan pembangunan dunia dan
Indonesia secara umum dan Provinsi Papua secara khusus, antara lain: penerapan
green economic (ekonomi ramah lingkungan) yang diantaranya ditempuh melalui
pembangunan rendah karbon dan efisiensi penggunaan sumber daya alam, krisis
ekonomi global yang masih mengancam perekonomian; perdagangan bebas WTO,
APEC dan AFTA yang cenderung mengarah kepada perdagangan bebas dunia
global dan regional, penerapan sumber-sumber alternatif untuk mengantisipasi
semakin menipisnya cadangan mineral dunia, mengantisipasi perubahan iklim

global (global warming/climate change), serta kemajuan Teknologi Informasi dan
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Komunikasi (TIK) yang semakin pesat yang mampu mengantisipasi hambatan jarak

antar waktu.

3.5. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Pada tanggal 25 September 2015, negara-negara anggefa PBB mengangkat
rangkaian Agenda SDGs 2030 dengan menyertakan 17 Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan. SDGs merupakan acuan pembangunan untuk pencapaian tujuan
global, yakni pembangunan berkelanjutan 2030 nanti. Dalam upaya merumuskan
pembangunan di level Kabupaten, penyelarasan dengan SDGs sangat diperlukan
bahkan sangat bermanfaat untuk membantu pencapaian pembangunan
berkelanjutan di level kabupaten. SDGs dirumuskan sebagai suatu konsep yang
bersifat lintas sektor dan lintas pemangku kebijakan. Pada dasamya, tujuan
bersama dalam SDGs ingin memelihara keseimbangan tiga dimensi pembangunan
berkelanjutan: lingkungan, sosial, dan ekonomi. Adapun 17 SDGs di rumuskan
sebagai berikut:

1. Mengakhiri kemiskinan;
. Mengakhiri kelaparan;
. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan,
. Pendidikan bermutu;
. Kesetaraan gender;
. Akses air bersih dan sanitasi,

. Energi bersih dan terjangkau;

00 = @ W B W hS

. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;
9. Infrastruktur, industry dan inovasi;
10. Mengurangi ketimpangan,
11. Kota dan komunitas yang berkelanjutan;
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab;
13. Penanganan perubahan iklim;
14. Menjaga ekosistem laut;
15. Menjaga ekosistem darat;
16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yangkuat; dan
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), dirumuskan sebuah
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kebutuhan untuk menyelaraskan antara komitmen perintah dalam pelaksanaan
pencapaian TPB dengan RPJPN dan RPJMN. Penyelarasan ini bertujuan untuk
menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga
keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup
serta pembangunan inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga
peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Peraturan Presiden ini memberikan arahan agar penyelarasan tersebut diwujudkan

juga dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan. Rencana- rencana tersebut dijadikan pedoman bagi

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Serta dijadikan bagi ormas,

filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang akan

menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi TPB.

Dengan kata lain, untuk mencapai TPB membutuhkan dokuman dari semua elemen

masyarakat, tidak hanya pemerintah. Isu strategis pembangunan di Provinsi Papua

pada tahun 2024 — 2026 menjadi dasar penentuan kebijakan pembangunan jangka
menengah, terutama pada keselarasannya terhadap tujuan pembangunan Provinsi

Papua. Isu strategis Provinsi papua tahun 2024 — 2026 dirumuskan dengan

beberapa pertimbangan, yaitu:

1. Rumusan permasalahan dari analisis kinerja dan evaluasi terhadap hasil
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua periode
sebelumnya;

2. Arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Papua;

3. Rencana pemanfaatan ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Papua,

4. Agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
MNasional tahun 2020 — 2024,

Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);

Isu strategis aktual dalam skala yang lebih besar.
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Gambar 3.1. Sustainable Development Goals/Tujuan Pembanguann

Berkelanjutan
#25% SUSTAINABLE :
%) DEVELOPMENT Gé:'.aALS

T Wl oy 5 AN IIaK WRTTR
(UL LTI LTS FDjCATIIN DM Ity | L fan i

1]

TN WU K0 | Mg
FLINTIE LIVOWTH 1 IO TS

F N
{=)

w

I CAINAT IE IRALE, ILESAIEH I? PRHTRER SR
AR A i o T G

|WETIRLTINNE

P y,

Sumber : United MNations, 2015

3.6. Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) yang berawal di China pada akhir
tahun 2019 ini hingga akhir Februari 2022 telah menyebar ke 229 negara di dunia.
Jumiah orang yang tercatat telah terinfeksi virus yang dapat menyebabkan
gangguan pernafasan berat ini mendekati 445 juta, dan sekitar 6 juta di antaranya
meninggal dunia. Secara nasional, hingga akhir akhir Februari 2022 tercatat 5,6 juta
kasus dengan kematian 149 ribu jiwa. Sejak dilaporkannya kasus Covid-19 pertama
di Indonesia pada awal Maret 2020, pandemic ini mengalami 3 kali puncak kasus
antara lain bulan Januar 2021, Juli 2021 dan Februar 2022, dengan angka
kematian tertinggi pada bulan Juli 2021. Menanggapi pandemi ini, pemernintah pusat
hingga daerah telah menetapkan serangkaian kebijakan dan melaksanakan
tindakan-tindakan penanggulangan baik di bidang kesehatan maupun dalam
mengatasi dampak sosial ekonomi. Kebijakan ini juga telah diikuti dengan
refocusing anggaran terhadap upaya-upaya penanggulangan dan penyediaan
bantuan sosial. Di antara respon yang dijalankan oleh pemeriniah, selain upaya
pencegahan penularan secara individu, penanganan kasus. vaksinasi dan
pembatasan penyebaran penyakit, secara periodik dilakukan Asesmen Situasi
Penanggulangan COVID-19 untuk menentukan level Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM). Asesmen ini menggunakan 2 kategori yaitu tingkat
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penularan dan kapasitas respon. Kategori tingkat penularan dibentuk oleh indikator
kasus konfirmasi, perawatan, dan kematian. Sedangkan kapasitas respon dibentuk
oleh indikator tesling, pelacakan kasus, dan penanganan pasien. Dengan
penurunan jumiah kasus baru harian sejak puncak terakhir di bulan Februari 2022,
beberapa negara mulai memelopon pelonggaran pembatasan-pembatasan
kegiatan masyarakat dan memasuki masa transisi status pandemi Covid-19 dari

menjadi endemi.

Penetapan status ini setelah melakukan penilaian situasi berdasarkan beberapa
indikator, seperti positivity rate di bawah 5%, angka keterisian rumah sakit (bed
occupancy ratio/BOR) di bawah 5%, laju transmisi (Rt) di bawah angka 1, dan
vaksinasi 2 dosis lebih dan 70% dari total populasi. Semua indikator ini harus
dipenuhi secara konsisten selama enam bulan. Indonesia sendiri belum memenuhi
kriteria ini hingga awal Maret 2022. Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung
lebih dari 2 tahun ini berdampak bukan saja pada bidang kesehatan, tetapi pada
hampir semua sektor kehidupan. Dampak negative covid- 19 terasa di seluruh
perekonomian dunia, yang membawa kontraksi yang sangat buruk termasuk
Indonesia dan Papua khususnya. Salah satu indikatornya, PDRE ADHBE Papua
yang sempat mencapai pada tahun 2019 sebesar 5,62%, pada tahun 2020 turun

menjadi sebesar -1,11%.

Sektor-sektor yang mengalami penurunan ekonomi selama pandemi antara lain
transportasi, akomodasi dan kuliner, perdagangan, jasa perusahaan, listrik dan gas,
serta pertanian dan perikanan. Beberapa dampak yang dirasakan langsung oleh
masyarakat pada bidang sosial ekonomi, antara lain terjadinya PHK di banyak
industri dan pengurangan pendapatan yang diikuti dengan menurunnya daya beli.
Pada sektor pendidikan, dengan diambilnya kebijakan belajar di rumah secara
online diikuti dengan berbagai permasalahan, mulai dari sarana, kebutuhan jaringan
internet, penguasaan teknologi yang masih rendah. Dengan masih berlangsungnya
pandemi Covid-19 ini, perencanaan pembangunan pun wajib mempertimbangkan
segala faktor yang terkait dan atau terdampak pandemi. Selain itu upaya
penanggulangan dan pemulihan yang komprehensif yang melibatkan semua
pemangku kepentingan dari tingkat kabupaten, distrik hingga kampung masih tetap
diperlukan hingga kondisi kehidupan masyarakat telah beradaptasi dengan Covid-

19 sebagai salah satu penyakit endemis.
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3.7. Green Economy

Pembangunan ekonomi global saat ini sudah mulai bergeser ke konsep green
economy, yaitu ekonomi ekologis. Pengertian green economy merujuk pada
ekonomi yang mempertimbangkan aspek lingkungan dan ekologi sehingga
praktiknya sangat

memperhitungkan pengurangan resiko terhadap kelestarian lingkungan. Ekonomi
ekologis tidak berarti ekonomi yang berbasis seklor lingkungan atau agraris
melainkan ekonomi yang tidak mengesampingkan resiko kerusakan lingkungan dan
ekologi. Misalnya perekonomian berbasis industri dengan meminimalkan
penggunaan bahan bakar minyak dan gas, dan mereduksi polusi. Prinsip-prinsip
ekonomi berkelanjutan dalam green economy tersebut menjadi pedoman
perubahan arah pembangunan. Pertumbuhan ekonomi harus mengarah pada
keberlanjutan ekologi. Misalnya, perekonomian yang berbasis industri harus
meminimalkan dampak lingkungan. Bahkan pembangunan berbasis ekonomi
agraris pun harus direncanakan dengan pertimbangan dampak ekologis yang
minimalis. Hal penting yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah khusus Provinsi
Papua untuk mendukung perkembangan ekonomi hijau tersebut adalah dalam level
perencanaan pembangunan dengan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi

dengan minimalisir dampak lingkungannya.

3.8. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Pada tahun 2007, para pemimpin menegaskan komitmen kuat mereka untuk
mewujudkan Masyarakat ASEAN dan mempercepat target waktunya dari 2020
menjadi 2015, atau lima tahun lebih cepat dari yang sudah dijadwalkan sebelumnya.
Konsep Masyarakat ASEAN terdiri dari tiga pilar yang terkait satu dengan yang lain,
yaitu; Masyarakat Politik Keamanan ASEAN, Masyarakal Ekonomi ASEAN dan
Masyarakat Sosial Budaya ASEAN.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) dibentuk untuk
mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yakni tercapainya wilayah ASEAN yang
aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi,
pengentasan masyarakat ASEAN dan kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi
untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. Masyarakat Ekonomi

Asean (MEA) memiliki karakteristik utama sebagai berikut:
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pasar tunggal dan basis produksi;
Kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi;

kawasan pengembangan ekonomi yang merata; dan

iy G2 R gt

kawasan yang secara penuh terintegrasi ke dalam perekonomian global.

Dalam menghadapi MEA 2015, Pemernintah Indonesia telah menerbitkan beberapa
kebijakan yang bersifat lintas sektoral dan memben perhatian khusus dalam
meningkatkan daya saing, antara lain :

1. Inpres No. 5/2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 — 2009;

2. Inpres No. 11/2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru masyarakat
Ekonomi ASEAN,;

Keppres No. 23/2012 tentang susunan keanggotaan setnas ASEAN;

program Pembangunan seperti MP3E!;

Program Sislognas,

Penyusunan Roadmap dan Inpres Daya saing;

N oo kW

Policy Paper mengenai kesiapan Indonesia menghadapi AEC  dan
pembentukan Komite Nasional AEC 2015;

8. Unit Kerja Presiden di bidang Pengembangan dan Pengendalian pembangunan
(UKP4) Monitoring Langkah Pemerintah.

Lebih lanjut mengenai pelaksanaan MEA 2015, telah dibuat komitmen yailu
Masyarakat ASEAN 2025. Masyarakat ASEAN 2025 telah resmi disahkan oleh
Kepala Negara/Pemerintahan anggota ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi
(KTT) ASEAN ke-27 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pengesahan tersebut dilakukan
melalui penandatanganan The 2015 Kuala Lumpur “Declaration on the
Establishment of ASEAN Community dan The Kuala Lumpur Declaration on ASEAN
2025. Forging Ahead Together® yang akan menjadi panduan ASEAN dalam
meningkatkan kualitas integrasi ekonomi ASEAN dalam 10 tahun ke depan.
Pendeklarasian ASEAN Community 2025 menjadi momen penting karena
merupakan kelanjutan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berlaku sejak
31 Desember 2015 lalu. ASEAN Community 2025 merupakan visi ASEAN 10 tahun
ke depan. Masyarakat ASEAN 2025 meliputi ASEAN Economic Community (AEC)
atau dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ASEAN Political-
Security Community (APSC), dan ASEAN Socio- Culture Community (ASCC).
Terdapat lima pilar dalam cetak-biru MEA 2025, yaitu: a. Ekonomi ASEAN yang
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terintegrasi dan kohesif, b. ASEAN yang kompetitif dan dinamis; c.Peningkatan
konektivitas dan kerja sama sektoral, d. ASEAN yang tangguh, inklusif, dan
berorientasi serta fokus ke masyarakat; serta e. ASEAN Global. Memasuki era
MEA, tentu menuntut kesiapan dari pemerintah Indonesia dan secara khusus
daerah (provinsi’kabupaten/kota) baik sebagai pasar ataupun sebagai tempat
berproduksi. Diharapkan daerah-daerah di Indonesia dapat berperan aktif dan
mampu membaca peluang untuk tidak saja menjadi konsumen namun menjadi
produsen. Sebab disisi lain, Indonesia sangat membutuhkan pembukaan lapangan
pekerjaan atau usaha.

3.9. Isu Strategis Nasional

RPJMN tahun 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko
Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi “Terwujudnya Indonesia
Maiju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong'.
Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita
Kedua. Visi tersebut ditefjemahkan kedalam 9 (sembilan) misi dan 7 (tujuh) agenda
pembangunan Agenda pembangunan ini sekaligus menjadi prioritas nasional (PN)
bagi pembangunan tahunan nasional. Selain itu secara tegas presiden memberikan
arahan terhadap periode kepemimpinannya yang di rangkum menjadi 5 arahan,
yaitu sebagai berikut.

3.10. Pembangunan SDM

Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya
manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang
sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter. 3 (tiga) fokus utama
dalam pembangunan SDM adalah peningkatan layanan dasar dan perindungan
sosial, peningkatan produktivitas dan pembangunan karakter. Dalam hal
peningkatan layanan dasar dan perlindungan sosial, isu strategis yang diangkat
adalah mengenal tata kelola kependudukan, perlindungan sosial, layanan
kesehatan dan pendidikan serta kualitas anak, perempuan dan pemuda. Untuk
peningkatan produktivitas, isu strategis yang diangkat adalah peningkatan kualitas
pendidikan vokasional dan pendidikan tinggi, penguasaan iptek dan penciptaan
inovasi serta prestasi olahraga. Sedangkan dalam hal pembangunan karakter, isu

strategis yang diangkat adalah revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila,
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pelestarian kebudayaan, moderasi beragama serta meningkatkan budaya literasi,

inovasi dan kreativitas.

3.11.Isu Strategis Provinsi Papua

Isu strategis pembangunan di Provinsi Papua pada tahun 2024 — 2026 menjadi

dasar penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah, terutama pada

keselarasannya terhadap tujuan pembangunan Provinsi Papua. Isu strategis

merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi

peluang suatu daerah di masa mendatang. Isu strategis juga dapat berupa potensi

daerah, yang belum dimanfaatkan secara optimal, yang jika dikelola secara tepat

dapat menjadi modal pembangunan yang signifikan. Isu strategis Provinsi Papua

untuk Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026

merupakan sintesis dari permasalahan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2019-

2023, permasalahan pembangunan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun

sebelumnya, serta masalah yang muncul dan setiap bidang urusan, permasalahan

pada kondisi saat ini yang relevan dan telaah berbagai dokumen. Adapun Isu

strategis Provinsi Papua tahun 2024 - 2026 dirumuskan dengan beberapa

pertimbangan, yaitu:

1. Rumusan permasalahan dari analisis kinerja dan evaluasi terhadap hasil
Rencana;
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua periode sebelumnya,
Arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Papua,

4. Rencana pemanfaatan ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Papua,

5. Agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional tahun 2020 — 2024,

6. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);

7. lsu strategis aktual dalam skala yang lebih besar.

Melalui penyelarasan dan pertimbangan di atas, telah dirumusukan 6 isu sirategis
pembangunan jangka menengah Provinsi Papua tahun 2024 — 2026, yaitu sebagai
berikut.

1, Peningkatan Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Kesehatan dan Gizi);
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2. Pertumbuhan Ekonomi yang Merata dan berbasis Komoditas dan Karakteristik
Lokal didukung oleh Pembangunan Infrastruktur

3. Pengurangan Kesenjangan, Peningkatan Pemerataan Pembangunan dan
Konektivitas antar Wilayah dan Kabupaten

4, Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim,
Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata kelola pemerintahan yang baik.

3.12. Peningkatan Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Kesehatan dan Gizi);
Isu peningkatan Kualitas SDM tidak hanya menjadi isu sirategis dalam RPJMD
Provinsi Papua Tahun 2019-2023 saja, tetapi juga dalam RKPD Tahun 2022 dan
RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005-2025. Sebagaimana diketahui, persentase
jumiah penduduk miskin di Provinsi Papua relatif menurun dalam kurun waktu 5
tahun terakhir dan setelah adanya pemekaran wilayah Provinsi Papua menjadi 4
Provinsi, melihat kondisi kemiskinan Provinsi Papua Tahun 2021 sebesar 26,86 %
dan data kemiskinan Provinsi Papua pasca penetapan Daerah Otonomi Baru
sebesar 17,12 % apabila dibandingkan dengan angka kemiskinan di provinsi
lainnya di Pulau Papua. Persentase penduduk miskin di Provinsi Papua merupakan
nilai terendah kedua setelah di Pulau Papua. Meskipun demikian, masih terjadi
kesenjangan persentase penduduk miskin antar kabupaten dan kota di Provinsi

Papua.

Kabupaten Supiori dan Kabupaten Waropen serta Mamberamo Raya memiliki
persentase jumlah penduduk miskin yang lebih banyak jika dibandingkan dengan
Kabupaten/kota lainnya di Provinsi Papua secara keseluruhan. Hal lain, angka IPM
72,96 (hasil olahan data pasca penetapan 3 DOB) juga menunjukan secara umum
kenaikan positif namun terjadi pelambatan, perlu terobosan luar biasa khusunya
pada daerah yang angka IPM nya masih jauh tertinggal yaitu Kabupaten
Mamberamo Raya sebesar 52.18, Kabupaten Supiori 62,72 dan Kabupaten Sarmi
sebesar 63,94. Perlambatan ini dapat mengindikaskan adanya permasalahan dan
kesenjangan kemajuan pada pelaksanaan SPM di dua wilayah tersebut dan juga di
sektor-sektor pendukung IPM, seperti Pendidikan dan Kesehatan. Dar sisi
Pendidikan, Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia 6-11 tahun masih di bawah
rata-rata APS nasional. Sementara dari sisi kesehatan, yang harus menjadi fokus
adalah masih tingginya angka prevalensi stunting tercatat 24,5 dengan target
nasional 16. Angka kematian lbu (Per 100.000 kelahiran hidup) dan angka kematian
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bayi (Per 1000 kelahiran hidup) dimana target nasional untuk Proivnsi Papua masih

belum bisa tercapai lewat capaian yang ada saat ini.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua mempunyai komitmen untuk pengurangan
pengangguran, yang merupakan salah satu masalah penting yang harus segera

dituntaskan, dimana jumiah pengangguran di Provinsi Papua pada Tahun 2021
sebanyak 82.662 jiwa dan diupayakan turun signifikan di tahun 2026. Masalah
pengangguran yang sebagaimana diketahui kualitas Pendidikan yang masih rendah
menjadi penyumbang terbesar angka pengangguran, kondisi ini harus menjadi
perhatian pemerintah daerah dalam penyiapan SDM berkualitas dan berdaya saing

sehingga mampu terserap di pasar tenaga kerja.

3.13. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Papua

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan melalui
pelaksanaan pembangunan jangka menengah. Sedangkan sasaran merupakan
rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, yang diformulasikan
secara spesifik, terukur, dapat dicapai dan rasional, untuk dapat dilaksanakan pada
periode waktu tertentu. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan tahapan
perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan
tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, dan
selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja pembangunan daerah
secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dan sasaran pembangunan
daerah mempunyai peran penting sebagai pedoman utama dalam perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan daerah. Tujuan dan Sasaran dalam RPD Provinsi
Fapua juga disusun dengan memperhatikan pokok masalah dan permasalahan,

serta isu-isu strategis yang telah ditetapkan pada bab (IV) empat sebelumnya.
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Tabel 3.3. Penyelarasan Misi RPJPD Provinsi Papua, Agenda Pembangunan RPJMN dan Isu
Strategls Provinsi Papua Terhadap Tujuan RPD Provingi Papua Tahun 2024 - 2026

| Maningicatian
Daya Manusia  yang
berkuaiiias' dan berdaya | Peningkatan Sumiber Daya

Daya Manusia Papua
Nandari

yang ;
saing Manusia {Pendidikan, Sejahtoera dan Bardaya
Mawujudkan Revolusl  mental dan | Kesehatsn dan Gi) saing
kzmandirian bludaya pembsanguan
kabadavaan
Birckrasl dan Haloa Teswujudmya tata
pamarintshan yang baik Kelola  pemarintzhan
Mawuudkan Mamperkat  stabilitas | Pamantapan  rasa. aman yang balk
kemandirian paolitk poliukhankam dan | dan sustona  demokrasi
transformazd  pelayanan | yang  kondusif ssbagai
public lardasan AT
pemMDangLnan
Mewujudkan Mamparkuat infrastrukiur | Pengurangan  Kesenjangan, | Pemapatan  pembangunan
kemsndirian  akonomi | Antuk. mendukung | peningikatan pameratasn | sarana  dan  prasamang
iz uran | PENpEMbangan  skonomi pembangunan dan konokiivitas | infrestrukiur  doarah  guna
s pambang den palayanan dasar antar wilayah dan kabupaton menopEng peEmhanquitEn
Membangun  fingkungan | Ungkimgan hidup, kelahanan | wilayah sera ‘akses pada
hidup, meningkatkan | bencana dan perubahan jidim | Byanan dasar dan pasar
ketahanan bancana dan
pirubrahan ki
Memperkuat kotaharan
akonomi untuk Tersujudnya,  parumbdban
partumbbaEn yang | Parumbufan ekoncime yang | exonomi  yarsg  inklusif
borkomiitas dan | marate dan barbasziz | borkeadlan,  berkalanjutan
baroeadian komoditas  dan  karakieristl | dan mandiri berbasis

lescal didukunh olah | kampuang
hﬂa‘ngem ambangkan IwHayah pembangunan infrastrukiur
Mewujudican kermandirian | UMLK mongurang
masyarakat asll papus kesenjangan dan

menjamin pemarataan

Birckras!  dan tals  Kodols

pemarintahan yang baik
Memperkuat sisbilitas Pemaniapan resa aman dan
Famandinan polifik Faolhukhankam dan sugsans damokrasi  yang Tenwujudnya Tata Kelola
Transfomasi Palayanan hWondusif sebagal  landasan Pameriniahan yvang balk
Pubilik utama pambangunan
Mewujurdcan komandirian | Memparkuat  Infrastuktur | Pengurangan Hesemangan, | Pemapatan Pambangunan
Ak dan | uniuk Menduking. | Peningkatan Pamarataan | Sarana dan Prasarana
pergamtEncan wilayah Pengembangan  Ekenom | Pambangunan dan | infrastruktur Daerah,.  Guna
dan Pelayaran Dazar Konaktivitas antas Wikayah dan | Manopang  Fengembangan
Kabupatan Wilayah Sers Akses Pada

Membangur  Lingkungan | Lingkungan Hiedup, Kotshaman | Lagahan Dasar dan Pasar
Hidup, Meningkatcon | Bencana dan Porubahan Ikim
Kotahanan Bancana, dan

Perubahan ikdim
Memparoat Ketahanan Perfumbuhan ekonomi yang | Terwujudnyz  parfumbuban
Efkonomi uniuk marata dan barbasis | ekonomi yang  inklusid
Partumbuhan yang komoditns dan  kamktenstk | borkeadifan,  berkelanjutan
Barkualitas dan ol didukurigy oleh | dan mandiri berhasis
Barkeadian pambangunan infrastrukiur ampang

Mewujjudkan hMengemiangkanan

kemandiran masyarakat | Wikayah untuk MenglUranag

asii papua Hesenjangan dan
meniamin Panerataon

Sasaran merupakan gambaran dampak (impact) keberhasilan pembangunan
yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program pembangunan daerah.
Capaian sasaran pembangunan selain menunjukkan tercapainya tujuan
pembangunan jangka menengah daerah, juga berisikan sasaran pokok RPJPD dari
Provinsi Papua Induk periode berkenaan. Dengan demikian capaian sasaran
pembangunan jangka menengah daerah melalui RPD Tahun 2024-2026
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merupakan kontribusi periode terakhir untuk mewujudkan sasaran pokok
pembangunan jangka panjang (RPJPD) tahun 2005-2025. Sasaran Pembangunan
RPD merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan,
berupa hasil RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026. Kondisi tercapainya satu
tujuan dapat digambarkan melalui satu atau lebih sasaran. Adapun arsitektur
Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua tahun 2024-

2026 memiliki 4 tujuan dan 22 sasaran, yaitu:

Tujuan Pertama :

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan mandiri

berbasis kampung, dengan sasaran:

1. Pembangunan kampung mandiri ekonomi;

2. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan kemandinan
pangar;

J. Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada
pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan,

4. Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan
pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,;

5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim;

6. Meningkatnya pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan;

7. Membangun struktur perekonomian yang kokoh pada penciptaan nilai tambah
komaoditas unggulan yang optimal dan berkelanjutan berbasis UKM dan
Koperasi;

8. Mengoptimalkan peranan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan
Pendapatan;

9. Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan
daerah.

Tujuan Dua:

Percepatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Daerah Guna
Menopang Pengembangan Wilayah Serta Akses Pada Layanan Dasar Dan Pasar,
dengan sasaran:

1. Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten,

2. Meningkatnya ketersediaan air baku untuk menunjang kebutuhan dasar

maupun aktivitas masyarakat serta sistem pengairan yang mendukung
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produktivitas wilayah;
3. Peningkatan aksesbilitas transportasi antar moda dalam mendukung
pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah;
Menyiapkan papua gerbang eksport;
Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman;
Meningkatnya ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan;

N o oo s

Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar

wilayah.

Tujuan Ketiga :

Terwujudnya Sumber Daya Manusia Papua yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya
Saing, dengan sasaran:

1. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;

2. Meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat,

3. Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat.

Tujuan Keempat :

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan sasaran:

1. Meningkatnya akuntabilitas birokrasi otonomi khusus Papua;

2. Meningkatnya transparansi penggunaan dana otonomi khusus Papua,
3. Meningkatnya kualitas pelayanan public.

Perumusan Tema RPD Tahun 2024 - 2026

Tema pembangunan menengah daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dalam hal ini, tema
pembangunan daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026 disusun dengan
berpedoman kepada kebijkan yang tertuang dalam RPJPPD Provinsi Papua Tahun
2005-2025, juga dengan internalisasi aspek-aspek perencanaan pembangunan
daerah lainnya seperti Otonomi Khusus Papua dan dokumen Rencana Induk
Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) yvang merupakan amanat PP Nomor 107
Tahun 2021.

3.14. Penyelarasan dengan RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005 - 2025
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Sebagai bagian dari dokumen rencana jangka panjang, RPD Provinsi Papua Tahun
2024-2026 perlu mempertimbangkan arahan pada RPJPD Provinsi Papua.
Penyelarasan yang dilakukan mempertimbangkan visi, misi, dan prioritas
pembangunan tahap |V (tahun 2022 — 2025) yang memiliki lokus di dalam Provinsi
Papua. Adapun visi, misi, dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJPD
Provinsi Papua adalah sebagai berikut. Visi RPJP. Papua yang Mandirn Secara
Sosial, Budaya, Ekonomi dan Politik Misi RPJP :

1. Mewujudkan kemandirian sosial;

2. Mewujudkan kemandirian budaya;

3. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pengembangan wilayah;

4. Mewujudkan kemandinan politik;

5. Mewujudkan kemandirian masyarakat asli papua.

Pada periode pembangunan [ahap IV, visi pembangunan Papua yaitu Papua yang
mandiri secara sosial, budaya, ekonomi dan politik seharusnya sudah terbentuk dan
tertanam didalam setiap individu orang asli Papua. Tahapan ini menjadi landasan
yang kokoh dengan berakhimya pelaksanaan Undang-undang otonomi khusus
Provinsi Papua No 21 Tahun 2001 dan memasuki tahap perubahan UU otonomi
Khusus, yaitu UU No 2 Tahun 2021. Hal ini akan ditunjukkan oleh kualitas SDM
agrang asli Papua yang mandir, profesional, handal dan paham terlibat dalam
pengembangan IPTEK, struktur ekonomi local yang kokoh dan berdaya saing. Pada
tahap IV ini, Provinsi Papua diharapkan untuk dapat mencapal tingkat
kesejahteraan masyarakat yang tinggi serta kemapaman ekonomi lokal yang
berdaya saing. Dari sisi infrastruktur Provinsi Papua akan memiliki permukiman
yang sehat, system penyediaan air bersih, jJaringan energi listrik terbaharui, sanitasi
lingkungan yang memadai, dan turut menerapkan pola hidup bersih dan sehat yang
menjadi bagian dari budaya masyarakat. Selain itu, Provinsi Papua juga diarahkan
untuk memiliki presentase penduduk miskin dan ketimpangan pendapatan yang
rendah, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, ketersediaan dan kemapaman
pranata hukum yang didukung cleh ketahanan dan keamanan, serta sikap hidup
toleran. Efisiensi dan efekiifitas pembangunan dapat terus diukur melalui
ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam
dan fungsi lingkungan yang menjamin terselenggaranya pembangunan

berkelanjutan. pengembangan ekonomi berbasis sektor unggulan wilayah. Adapun
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arahan pembangunan wilayah Papua dapat dijabarkan menjadi: Pembangunan

ekonomi yang diarahkan pada:

1. Percepatan pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis sumber daya lokal
melalui peningkatan kemandirian kampung atau perkampungan. Untuk
mewujudkan hal tersebut diperlukan pembentukan klaster komoditas lokal yang
diiringi pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, serta penguatan organisasi
produksi pertanian, perkebunan, petermmakan, dan/atau perikanan. Budidaya
dan nilai tambah lahan komunal dikembangkan dalam mendorong ketahanan
pangan, kegiatan ekonomi, yang didukung efisiensi perdagangan lokal,
pengembangan keterampilan,serta peningkatan kemampuan kerjasama
pemanfaatan lahan komunal denganpihak luar secara berkelanjutan;

2. Pengurangan ketimpangan antar wilayah melalui pemerataan kesempatan
ekonomi, pemerataan infrastruktur dasar, dan konsistensi penerapan penataan
ruang,

3. Peningkatan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur
yang memerhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan,

4. Menjaga stabilitas makro ekonomi Papua serta menjamin terciptanya iklim

investasi yang kondusif.

3.15. Strategi Pembangunan

Strategi merupakan langkah berisikan grand design perencanaan pembangunan
dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang
telah ditetapkan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah,
strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas.
Dengan demikian strategi pembangunan Provinsi Papua tahun 2024-2026
merupakan pernyataan yang menjelaskan langkah mencapai tujuan dan sasaran

jangka menengah daerah tahun 2024-2026.

Strategi pembangunan tersebut diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan
pembangunan dan program pembangunan sirategis sebagai upaya nyata dalam
mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dalam rangka mewujudkan
lujuan dan sasaran pembangunan RPD Tahun 2024-2026, maka dirumuskan
strategi pembangunan Provinsi Papua tahun 2024-2026 untuk mewujudkan Papua
Produktif, yaitu:
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1. Mewujudkan Kampung Mandiri

a. Menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan kemandinan
pangan di sektor pertanian secara luas serta sektor ekonomi maritim dan
kelautan yang berkelanjutan;

b. Pendayagunaan potensi sumberdaya alam secara optimal, efisien, dan
dengan tetap memperhatikan hak masyarakat adat serta berdasarkan prinsip
ekoefisiensi;

c. Menumbuhkan dan mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah serla
peningkatan koperasi dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah.

2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif berkelanjutan
Peningkatan daya saing perdagangan dan investasi daerah dalam rangka
menciptakan pembangunan ekonomi yang berbasis potensi lokal dan
pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Kawasan Pertumbuhan

Ekonomi Baru (KPE) di setiap wilayah adat.

2. Perluasan lapangan kerja dan peningkatan tenaga kerja produktif
a. Melakukan upaya penumbuhan serta retrofit pada industri sektoral dan
perdagangan;,
b. Meningkatkan daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja
melalui pendidikan dan pelatihan vokasional,
c. Meningkatkan kualitas pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan
(development skill centre) melalui penyediaan dan peningkatan sarana dan

prasarana pelatihan keahlian dan keterampilan tenaga kena.

3.16. Arah Kebijakan Pembangunan
Arah kebijakan utama pembangunan wilayah Papua difokuskan pada akselerasi
pembangunan dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan

pendekatan pembangunan berkelanjutan yang inklusif.

Pengembangan ekonomi wilayah adat secara umum disesuaikan berdasarkan
potensi pengembangan komoditas lokal, daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup, serta prospek pasar. Sebagai perwujudan pengembangan
keterkaitan ekonomi hulu dan hilir di Papua terdapat arah pengembangan klaster

(cluster) pertanian, perkebunan, petemakan, perikanan, dan pariwisata di Papua.
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Penentuan lokasi klaster telah mempertimbangkan potensi komoditas lokal,
kedudukan dan fungsi lokasi dalam sistem perkotaan, kondisi infrastruktur
pendukung, arahan KLHS, serta penetapan fungsi lindung dan budidaya dalam
RTRWP.

Arah Kebijakan Tahun 2024

Pembangunan Provinsi Papua di tahun 2024 diselenggarakan dengan arah
kebijakan vaitu Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah Sesuai Potensi
Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural secara

Berkelanjutan

Arah Kebijakan Tahun 2025
Pembangunan Provinsi Papua di tahun 2025 diselenggarakan dengan arah
kebijakan yaitu Percepatan Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Peningkatan

Kesejahteraan Masyarakat.

Arah Kebijakan Tahun 2026
Pembangunan Provinsi Papua di tahun 2026 diselenggarakan dengan arah
kebijakan yaitu Percepatan Pembanguan Struktur Ekonomi yang Inklusif Melalui

Akselerasi Potensi Ungulan Daerah.

Dengan adanya penentuan horison waktu pencapaian arah kebijakan secara logis
kapan suatu arah kebijakan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi
arah kebijakan lainnya. Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun
periode. Tetapi, dapat pula membutuhkan |lebih dari satu tahun. Namun, yang
terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran
pembangunan daerah yang padu dan mampumemberdayakan segenap potensi
daerah dan pemerintah daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada.
Berikut ini disampaikan pemetaan horizon waktu perumusan arahkebijakan untuk
Provinsi Papua selama periode 2024-2026, berdasarkan temapembangunan yang
telah ditetapkan sebelumnya.

Arah kebijakan pembangunan menunjukkan tahapan pelaksanaan pembangunan
berdasarkan fokus prioritas dan wakiu pelaksanaan. Arah kebijakan umum

pembangunan akan menjadi pedoman dalam perumusan prioritas dan sasaran

RENSTRA DISORDA TAHUN 2024-2028 |m



pembangunan di Rencana Keria Pembangunan Daerah (RKPD) Papua dengan
tema yang akan disesuaikan dengan isu strategis daerah maupun tema
pembangunan Nasional. Keselarasan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan
pembangunan Provinsi Papua dapat dilihat pada tabel berikut.

Program Prioritas Daerah Arah kebijakan utama pembangunan wilayah Papua
difckuskan pada akselerasi pembangunan dan pengurangan Kesenjangan
pembangunan antarwilayah dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang
inklus.

3.17. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Pemuda Dan Olahraga
Republik Indonesia
Kondisi Umum Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga disusun
sebagai upaya melaksanakan amanat dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional. Penyusunan Rencana Sirategis ini berpedoman pada
Peraturan Presiden Nomaor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024. Sesuai tugas dan fungsinya,
Kementerian Pemuda dan Olahraga mendapatkan mandat untuk melaksanakan
pembangunan kepemudaan
dan keolahragaan.

Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020- 2024 ini
diharapkan mampu merespons tantangan-tantangan baru dalam rangka
pelaksanaan agenda pembangunan. Agenda Pembangunan yang menjadi domain
Kementerian Pemuda dan Olahraga utamanya ialah bagian yang terkait dengan
upaya sebagal berikut:
1. memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan
Berkeadilan;
2. meningkatkan SDM Berkualitas Dan Berdaya Saing;
revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan; dan
4, memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan seria
Transformasi Pelayanan Publik. Keempat agenda tersebut merupakan bagian
dari 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional dan merupakan penjabaran dari

misi Presiden, yaitu mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi,
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maju, dan sejahtera, mewujudkan bangsa yang berdaya saing, dan

mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tujuan penyusunan dokumen Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan

Olahraga Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman, visi misi, tujuan, sasaran strategi, arah kebijakan,
program kegiatan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan selama kurun
waktu tahun 2020-2024 dalam pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Pemuda
dan Olahraga dalam mendukung visi misi Presiden;

2. Menyediakan tolok ukur kinerja pembangunan kepemudaan dan keolahragaan
selama kurun waktu tahun 2020-2024; dan

3. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kementerian
Pemuda dan Olahraga yang merupakan dokumen perencanaan tahunan

Kementerian dalam kurun waktu tahun 2020- 2024.

3.18. Capaian Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga

Capaian Kinerja Pelayanan Kepemudaan Sejak Indonesia menyelenggarakan
sensus penduduk, jumlah penduduk terus mengalami peningkatan. Hasil sensus
penduduk mencatat penduduk Indonesia pada September Tahun 2020 adalah
sebanyak 270,20 juta jiwa. Hasil survei penduduk Tahun 2020 dibandingkan
dengan Tahun 2010 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk sebanyak
32,56 juta jiwa atau rata-rata sebanyak 3,26 juta setiap tahun.

Jumliah Penduduk

Hasil SP2020
(September 2020)

270,20 juta jiwa

Bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan SP2010

Gambar 3.2. Jumiah Penduduk Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 (Sumber Data: Sensus
Penduduk 2020)

Pemuda merupakan sumber daya manusia utama untuk pembangunan dan agen

kunci untuk perubahan sosial, pembangunan ekonomi, dan inovasi teknologi

RENSTRA DISORDA TAHUN 2024-2028 E



(United Nations, 2010). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 20089 tentang
Kepemudaan mendefinisikan pemuda sebagai penduduk dengan rentang usia 16—
30 Tahun. Berdasarkan dala Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada
Maret Tahun 2022, jumiah pemuda di Indonesia yakni sebanyak 65,82 juta jiwa.
Secara persentase, pemuda mengisi hampir seperempat dari total penduduk
Indonesia, yakni sebesar 24,00 persen. Persentase Pemuda Indonesia pada Tahun
2016-2022 adalah sebagai berikut:

3.20. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS)
Pengembangan wilayah Papua merupakan hal fundamental dalam
mengoptimalkan sumber daya daerah yang berorientasi pada pembangunan
berkelanjutan dan sesuai dengan karakteristik wilayah Adat Papua. Dalam 5 (lima)
tahun mendatang, arah kebijakan utama pembangunan wilayah Papua difokuskan
pada akselerasi pembangunan dan pengurangan kesenjangan pembangunan
antarwilayah dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang inklusif.

Kerangka pengembangan wilayah Papua untuk mempercepat pembangunan dan

pengurangan kesenjangan wilayah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penguatan pusat pertumbuhan sebagai penggerak utama pertumbuhan
(engine of growth) dengan menggali potensi dan keunggulan daerah di setiap
wilayah adat. Dalam hal ini diperdukan pengembangan industri pengolahan
produk pertanian, perkebunan, perikanan, dan/atau peternakan di wilayah
penyangga (hinteriand) yang diiringi pengembangan lokasi pemasaran, dan
peningkatan skill OAP agar aktif terlibat dalam pengembangan sektor unggulan
tersebut;

2. Percepatan pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis sumber daya lokal
melalui peningkatan kemandirian kampung atau perkampungan. Untuk
mewujudkan hal tersebut diperlukan pembentukan klaster komoditas lokal yang
diiringi pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, serta penguatan organisasi
praduksi pertanian, perkebunan, petemakan, dan/atau penkanan. Budidaya
dan nilai tambah lahan komunal dikembangkan dalam mendorong kegiatan
ekonomi, yang didukung efisiensi perdagangan lokal, pengembangan
keterampilan, serta peningkatan kemampuan kerjasama pemanfaatan lahan
komunal dengan pihak luar secara berkelanjutan;

3. Peningkatan kesejahteraan di kawasan perbatasan melalui penguatan kegiatan
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ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan, serta peningkatan kualitas
pelayanan dasar dan infrastruktur di kawasan PKSN, PLBN, dan lokasi prioritas.
Dalam hal ini diperfukan pengintegrasian fungsi PLEBN, PKSN, dengan lokasi
prioritas, yang didukung penguatan distrik sebagai ujung tombak koordinasi
pembangunan lokasi prioritas;

4. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar, pendidikan, dan kesehatan,
terutama untuk daerah pinggiran. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan
tersebut dilakukan dengan pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan
dengan insentif dan disinsentif, memastikan keberadaan sekolah kecil di
kampung dan sekolah berasrama, serta pengembangan kurikulum lokal
berbasis budaya dan kearifan lokal;

5. Pengurangan ketimpangan antar wilayah melalui pemerataan kesempatan
ekonomi, pemerataan infrastruktur dasar, dan konsistensi penerapan penataan
ruang,

6. Peningkatan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur
yang memerhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan,

7. Pengelolaan urbanisasi dengan memastikan perencanaan dan penerapan tata
guna lahan berkelanjutan, yang disertai pencegahan konflik horizontal,
pengendalian kerusakan lingkungan, serta penyediaan rumah layak dan
infrastruktur dasar di kawasan perkotaan Arah pengembangan kewilayahan
Papua terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), khususnya dalam penetapan fungsi
ruang dan lokasi pengembangan wilayah. Integrasi ini diperlukan untuk
mewujudkan perkembangan wilayah yang seimbang serta sesuai dengan
kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dalam hal ini,
kebijakan umum pembangunan berkelanjutan "Green Growth berbasis wilayah
adat" diperlukan sebagai bagian dari fokus pembangunan daerah Papua,
khususnya dalam penguatan pusat-pusat pertumbuhan, akselerasi
pembangunan wilayah tertinggal, serta mewujudkan keterkaitan antar sektor
ekonomi secara berkeadilan dan berkelanjutan

Dalam KLHS RPJM provinsi Papua, isu-isu strategis diidentifikasi dari kondisi umum

daerah dan isu-isu pembangunan berkelanjutan yang berkembang saat ini di

RENSTRA DISORDA TAHUN 2024-2028 |E



Provinsi Papua. Isu-isu strategis dihimpun dari masukan dari masyarakat dan
pemangku kepentingan melalui konsultasi publik, dengan mempertimbangkan
unsurunsur, antara lain

1. Karakteristik wilayah (secara geografis maupun budaya);

2. Tingkat pentingnya potensi dampak dan;

3. Keterkaitan antar isu strategis Pembangunan Berkelanjutan.

Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Penyelarasan terhadap RTRW (visi/misi
dan tujuan penataan ruang dalam RTRW, serta konsep pengembangan ruang di
Papua dan Dampak DOB terhadap indikasi program dalam RTRW pada tahap IV
(2024-2026), terutama perubahan struktur ruang Provinsi Papua;

3.20. Penentuan Isu-lsu Strategis

Isu Strategis yang tertuang di dalam RPJMD Provinsi Papua mencakup

aksessibilitas dan mutu pelayanan pendidikan masyarakat, pelayanan kesehatan

masyarakat, ketersediaan dan pelayanan infrastruktur, penanganan kemiskinan

dan pengangguran, penanganan bencana alam, pengendalian lingkungan hidup,

penanganan ketenagakerjaan, pemerintahan dan politk, pengendalian

kependudukan, pemberdayaan ekonomi, apresiasi budaya daerah dan

pemerintahan otonom. Memperhatikan isu-isu strategis Pemerintah Provinsi Papua,

terkait dengan dinamika perkembangan masalah pembinaan olahraga dan pemuda

di Provinsi Papua baik kualitas maupun kuantitasnya, maka terdapat beberapa isu

strategis yaitu :

1. Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM.

2. Memantapkan Rasa Aman, Tentram dan Damai serta Kehidupan Demokrasi
memperkuat Bingkai NKRL

3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

4. Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah sesuai Potensi Unggulan
Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural secara Berkelanjutan.

5. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Tertentu.

Langkah-langkah yang ditetapkan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua

dalam menghadapi isu-isu strategis tersebut adalah :

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas program dan kegialan dengan OPD
dan Kabupaten/Kota;
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Meningkatkan jumlah dan kompetensi aparatur untuk meningkatkan kualitas
perencanaan, pelaksanaan dan monev Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi
Papua,

Membudayakan olahraga untuk Kesehatan di masyakat;

Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga penunjang
Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpik
Nasional (PEPARNAS) XVI Tahun 2020 untuk peningkatan Pendapatan Asli
Daerah Provinsi Papua;

Peningkatkan Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga, dan
Meningkatkan partisipasi, daya saing, dan kemandirian pemuda di Provinsi
Papua.

RENSTRA DISORDA TAHUN 2024-2028 ﬂ



RENCANA STRATEGIS

DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA
PROVINSI PAPUA TAHUN 2024- 2026

Bab 4

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan melalui
pelaksanaan pembangunan jangka menengah. Sedangkan sasaran merupakan
rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, yang diformulasikan
secara spesifik, terukur, dapat dicapai dan rasional, untuk dapat dilaksanakan pada

periode wakiu tertentu.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan tahapan perumusan capaian sirategis
yang menunjukkan tingkat kinerja instansi dalam perencanaan pembangunan jangka
menengah daerah, dan selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja
bagi SKPD secara keseluruhan, Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dan sasaran SKPD
mempunyai peran penting sebagai pedoman utama dalam perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan daerah. Berdasarkan tujuan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Ke IV Tahun 2024-2026 adalah Mewujudkan Masyarakat
Indonesia yang mandiri, maju, adil dan Makmur melalui percepatan pembangunan di
segala bidang dengan sturktur perekonomian yang kokoh yang berlandaskan

keunggulan kompetitif.
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Dengan memperhatikan Tujuan dan Sasaran dalam RPD Provinsi Papua yang disusun

dengan memperhatikan pokok masalah dan permasalahan, serta isu-isu strategis yang

telah ditetapkan pada bab (IV) empat, antara lain .

1. isi RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005 -2025 yaitu Mewujudkan Kemandirian
Sosial,

2. Agenda Pembangunan RPJMN yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang
Berkualitas dan Berdaya Saing,

3. Isu Strategis Provinsi Papua Tahun 2023 — 2026 yaitu Peningkatan Sumber Daya
Manusia (Pendidikan, Kesehatan dan Gizi), dan

4. Tujuan RPD Provinsi Papua Tahun 2024 - 2026 Terwujudnya Sumber Daya
Manusia Papua yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing

Misi RPD Provinsi Papua 2018-2023, yakni “Memantapkan Kualitas dan Daya Saing
SDM" Maka yang menjadi tujuan jangka menengah Dinas Olahraga dan Pemuda
Provinsi Papua adalah Terwujudnya Pembudayaan Olahraga di Masyarakat dan
meningkatnya prestasi olahraga serta mewujudkan pemuda yang beriman, berakhlak
mulia, Mandiri, Berdaya Saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan dan
kepeloporan.

4.2. Sasaran Jangka menengah Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua

Sasaran jangka menengah Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua sesuai

dengan Tujuan ke 1 (satu) RPD Provinsi Papua adaiah :

1. Membudayaan Olahraga di Masyarakat dan meningkatnya prestasi olahraga

2. Mewujudkan pemuda yang beriman, berakhlak mulia, Mandiri, Berdaya Saing,
serta memiliki jiwa kepemimpinan

3. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah;
Meningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
Olahraga milik Daerah
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Tabel 4.1
Keselarasan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Olahraga dan Pemuda
Provinsi PapuaTahun 2018-2023
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Tabel 4.2. Indikator Kinerja sesuai Permendagri B6 Tahun 2027

| NO Sasaran / Hasil / Indikator Kinerja Penjelazan/Alssan/Formulasi Perhitungan Penanggung Sumber Data
Kinerja Utama Utama Jawah
1. | Sukses Pelaksanaan | Jumlah atirt yang Formule Bidang Bidang Peningkatan
; ) s famlahy atlit yang berprestasi pada event ofahrogo nosional . B 3 r
dan Prestasi olahrage | berprestasi pada ' == : * 10095 | Penmnekatan | Prestasi Olahrasa
event olshraga ( Jumlah atlit berprastosi Dt Provinst Papua ) Prestas:
nastonal Olahraza

2 | Mepingkatakan Prezeatase organizasi th}i- s ; : o Bidang Eementerian Pemuda
partisipasi pemuda pem ranz Akt uition Prisentn = s peyeica ey Sl udaan
datara Pal-:nl‘.lbauﬂ'nﬂaﬂ i yang ( Jmih Prezsentase grg. pemuds 0 Prov. . Popua ] ST kegem @3 Olaheazs
daerah

3. | Pelavanan Perzentase realisazi Formulear — Selretariat Badan Pengelolasn
Keselretznatan Dins | anpearan Dinas (= WWT Olshrogn Can Pammd2)  socss Dinas Kevangan dan Aset
Kepemudazn dan Kepemudaan dan 4 Fagu Anggaran Daerah
Olzhraza Olahraza

4 | Meningiatican Prozentasi temuyan Fﬂmtﬂ;—_:;-"s - e . o Selretanat Inspeltorat Provins

3 i « it rosen temuEn pem: aan yang ditnd=ldamjers . _
dan I?fuanzb a.nhnﬂ}a f:; Efiﬂﬂdﬂﬂﬂﬂjuu ( jumloh Sehwruh Termuon Hasl Pemerilsoan : * 100% i Eapea
Daerah )

5 | Meningkatkan Indeksz Forneulast: Bidang EKementerian Pemuda
tmalitas . Pengembangan rhdic s i cerbiba + Kebugaran + SOM nmlmgu:l Pembudayaa | den Olahrags
pemberdayaan Dlahraza ‘ 3 o Olahraza

_ | olabrzga B x 1009 [

6 | Meningkatkan Sarana | Jumlah Sarana dan Formulast = Bidang Eementerian Pemuda
dan Prazarana Prazarana Olahraza (’} M;m:ﬂfmm;fﬂzﬂi@ m:; ] % 100% Sarana dan dan Olahraga
Olahraza vang dikelola soosln Simram0-Fyasmnan AAcsmrin Sy Prasarana

7 | Meningkathan Event | Jumlah Pelaksanaan metfa;i‘ i i s fo Bidang Bidang Pembudayaan

lersentose varg memiliky Evgluasi [rivwesl
Gmgi—" (Olahrags Event Olahraga umiah Sefuruh SEPD ] » 10D%: Pembudayaa | Olahmaga
Pendidikan Masyarabat Secara n Dlahraza
Mazvarakat dan Rutin dalam zatn
Industn Olahraga) tehun
Masvarakat
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g Meningkatkan kpalitas e g idang Kementenan Pemuda dan
pemuda Tndeks Domain Fendidiktan + Kesehaton dan Kesejohteroon udaan Olahraga
Pembansunan + Ketenzgakerioan dan Kesempotan. +
Pemuda Partisipasi don Kepemimpinon + Gender don Diskrimingsi —
5 Dowmain T
G Meninskatnya kapasitas Ei‘-ﬁ@h‘-"&f . Bidanz Kementerian Pemuda dan
e apalan Kapasitas =
dan kﬁm&ﬂdlﬂaﬂ Kepemudaan i et kepemudaan (Mahrasa
pemuda (Umnlnhpmudayuterrsfmm.n‘jn’ :l 10005
Anghotan kerjo pemuda
10 P‘?IEEEEE 4 Bidarz Kementerian Pemnds dan
wirausaha muda . et
pemula Formlaci fepemudasn Olahraga
‘Perzentase. fumlah pemmuda yong mengtioni fegiatan
penyadaran +
Pereentass Jumloh pemmuds vorg mengibae
beginran pemiberdoyoon 1005
2 Perkitumgarn
11. E:rmf Bidang Kementerian Pemuda dan
paian =
Kemmandiri e _ B kepemudaan (Mahrasa
Eiconomi Pemuda { Jumnlahwircusoha mmedn yorg mandiri ] Y=
Jummloh pemudce vaong dibing atau difasilitas:
12, Pembinaan dan Fengembangan s Bidanz Kementerian Pemnda dan
P manajemen oramulaci: .
gelzisyarakﬂan i et it {,} o lie peligir & Im) oo gmhu&ayﬂmﬂiahmga
BEA (ahraga  Jumlah semoruh atlic pelajar labrzza
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11. [Pembinaan dan ersentase Bidang K ementeran Femuda dan
* Pemasvarakatan pembinaan  atlet Peningkatan Olshraga
- muda berprestasi \Farmalasi- ; g
(Olahragza g Domain Pendidikan + Kesehoton don Kesejahteraon Frestass
+ Ketencgakerjoan dan Kesempotar + Olahraga
Partisipasi don Kepsmimpingn + Gender dan Disirimingsi « 1000
& Domain
Peresentase \Farmulasi: _ ] . Bidang Kementersan Pemuda dan
Fgm}-;u'a]{ahn Jumilah partisipa st mosyorokat doliom kegiotan olahraga relreast } PembudayaanOlahraoa
olahraga uminh perduduk fown Timur dalom relompok umiere 10 tehim keatos Di.ahmga_ =
¥ 100%:
Persentaze Bidanz K ementerian Pemuda dan
D].EIIIIEIEH.'E‘I."EI.H \Farmiulari: Penmgi:ata.u D!.ﬂhl'ﬂgﬂ
olahiraga khusus , ) ; Prestasi
yang berprestasi Tumich atlit pelojor berprestasi jumlah olafragmvan olohroga g3
KEfnrsus berprestast « 109% Olahraza
jurnlah zehowh olohragawom olofrage Fhuzus
12 Persentase pelatth yang Pengembangan ) Eidang Bidang Pembudayaan
" lbersertifikat ~ manajemen fFormlact: PembudayaanOlahraga
P da dan A .
ﬂi[!;nh:-l;g; Jumlah organesast pemuds dan olahrage yong akef ) R Olahraga
v fumloh seliouf orgonisasi pemuda dan olofroga [
ersentase Bidang
pelatih yamg Farmilazi: Pembudayasn
bersertifikat Olahrass
(ﬁun.h:r.h_::eluiih bersertifil g8
- ® 100%%
Jumlah sehouh pelosil
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Tabel 4.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsl Papua
Tahun 2024-2026

Mo | Tujuan | Sasaran Indikator Target K!ggf]ﬁ;!:jlmn can Relerangan
Tujuan/ Sasaran 5024 2025 5078
Mewujudkan SOM  Papua yang sehat,
berprestasi dan berstika
Sukses Pelaksanaan dan Presias
olahraga
Jumlah  atiit  yang B0 BO 100
berprestasi pada event
olahraga nasional
Fersentase pelatih yang
berserifikat
Persentase 50 75 100
elatih yang
ersertifikat
Meningkatkan Event Olahraga
(Olahraga Pendidikan, Masyarakal
(dan Industri Olahraga) Masyarakat
Jumiah Pelaksanaan B 10 15

Event Olahraga
Masyarakal  Secara
Rutin dalam satu tahun
Meningkatkan kualitas
pemberdayaan olahraga

Indeks Pengembangan 0.349 0.365 0,390
Olahraga

Pembinaan dan Pemasyarakatan
Dlahraga

Fengembangan 10 20 30
manajemen Pemuda
dan Olahraga

Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga

Persentase pembinaan 50 ' 60 70
atlel muda berprestasi
Peresentase 2821 30.00 35.35
pemasyarakatan
olahraga
Persentase 130 140 150
olahragawan olahraga
khusus yang
berprestasi
Meningkatakan partisipasi pemuda
dalam pembangunan daerah

Fresentase organisasi B0 60 7O
pemuda yang akif
Meningkatkan kualitas pemuda |
Indeks Pembangunan 5217 55.15 &7.50
Pemuda

Memngkamya kapasitas dan
kemandirian pemuda
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Perseniase 50 E0 7o
Capaian
Kapasitas
Kepemudaan

Persentase
wiratusaha muda
pemula

Persentase 50 &0 70
Capaian
Kemandinan
Ekanomi Pemuda

Meningkatkan Sarana dan
Prasarana Dlahraga

Jumiah Sarana dan 12 12 13
Prasarana OClahraga
yang dikeiola

Meningkatkan akuniabilitas kinerja
dan Keuangan Daerah N
Prosentasi temuan - - -
hasil pemernksaan
yang ditindaklanjuti

Felayanan Kesekretariatan Dinas
Kepemudaan dan Olahraga

Persentase  realisasi | 40 45 50
anggaran Dinas

Kepemudaan dan

Olahraga
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RENCANA STRATEGIS

DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA
PROVINSI PAPUA TAHUN 2024- 2026

Bab 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA
PROVINSI PAPUA

5.1. Strategi Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua
Sesuai dengan tujuan dan sasaran RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026, ada 2
(dua) sasaran yang akan dilakukan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi
Papua dengan masing-masing strategi sebagai berikut: :
1. Membudayaan Olahraga di Masyarakat dan meningkatnya prestasi olahraga
a. Pembudayaan olahraga di masyarakat dalam rangka menjaga Kesehatan
dan kebugaraan;
b. Meningkatkan Indeks Pengembangan Olahraga di Provinsi Papua,
Meningkatkan prestasi atlit usia muda di tingkat nasional dan internasional;
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pemanfaatan sarana dan

prasarana olahraga milik daerah.

2. Mewujudkan pemuda yang beriman, berakhlak mulia, mandin, berdaya Saing.
serta memiliki jlwa kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan

Membentuk karakter yang kuat;

Mengasah keterampilan kepemimpinan dan kerja sama;

Meningkatkan penguasaan keterampilan dan kewirausahaan pemuda;

a0 oW

Meningkatkan kualitas daya saing pemuda dalam mengakses pasar kerja

dan kesempatan usaha,
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e. Meningkatkan apresiasi pemuda terhadap seni budaya daerah;
Menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan
pemuda;

g. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah;

h. Menjamin keikutsertaan pemuda secara aklif dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

5.2. Arah Kebijakan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua
Berdasarkan Sasaran dan Strategi sesuai dengan RPD Provinsi Papua maka Arah
Kebijakan yang akan dilaksanakan adalah seperti yang dijabarkan dalam tabel
dibawah ini.

Tabel 5.1. Misi dan Tujuan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua
Tahun 2024-2026

Misi
Tewujudkan

Sumber Daya Manusia Papua yang Mandiri, Sejahtera, dan
Berdaya Saing
Tujuan

Mewujudkan SDM Papua yang sehat, berprestasi dan beretika
Arah Kebijakan

2024 | 2025 | 2026 |

Sasaran Strategi

Membudayaan Olshraga di

Masyarakal dan
meningkatnya prestasi
| olahraga
Pembudayaan olahraga di
masyarakat dalam rangka N a o
menjaga Kesehatan dan
kebugaraan; -
Meningkatkan Indeks
Pengembangan Olahraga di N A v

Provinsl Papua:

Meningkatkan prestasi atlit usia
muda di tingkat nasional dan b Y .l
internasional;

Peningkatan Pendapatan Asli
Daserah melalul pemanfaatan |l + +
sarana dan prasarana olahraga
miiik daerah,

Mewujudkan pemuda yang
beriman, berakhlak muliz,
mandiri, berdaya Saing, seria
memiliki jiwa kepemimpinan,
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kewirausahaan dan

kepeloporan
Membentuk karakter yang kuat;
N + <
Mengasah keterampilan
kepemimpinan dan kerja sama; y y v

Meningkatkan penguasaan
keterampilan dan |l + +
kewlralsahaan pemuda;

Meningkatkan kualitas daya
saing pemuda dalam 3y ot v
mengakses pasar kera dan
kesempatan usaha;

Meningkatkan apresiasi
pemuda terhadap seni budaya N 'n’ !
daerah;

Menumbuhkan semangat
kebangsaan dan nasionalisme 3 ¥ v
di kalangan pemuda;

Meningkatnya partisipasi
pemuda dalam pembangunan ¥ ¥ ¥
daerah;

Menjamin kelkutsertaan
pemuda secara akiif dalam y y v
kehldupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara .
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RENCANA STRATEGIS

DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA
PROVINSI PAPUA TAHUN 2024- 2026

Bab 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumiah
program dan kegatan yang akan dilaksanakan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Olahraga dan Pemuda adalah sebagai berikut :
6.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
+ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
* Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
s Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
2) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
* Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
* Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan |ktisar
Realisasi Kinerja SKPD
+ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
s Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan
Renja PD
3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
¢ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
* Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
* Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

* Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
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* Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-Undangan
4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
» Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
s Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
yang Disediakan
s Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
s Fasilitas Kunjungan Tamu
* Penyediaan Bahan/Material
s Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elekironik
pada SKPD
5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
¢« Pengadaan Aset Tetap Lainnya
= Pengadaan Mebel
6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
= Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
* Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
* Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
¢ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan
¢ Pemeliharaan Asel Tetap Lainnya
¢ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

¢« Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

6.2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
1} Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan
Kepemudaan Kewenangan Provinsi
» Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan
Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
¢ Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan
Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi
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Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan
Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi
provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta
penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat
Provinsi

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan
Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan

kepemimpinan pemuda tingkat provinsi

2) Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat

Daerah Provinsi

L

Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan
organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan

kemandirian ekonomi pemuda

6.3. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

1) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga

Keikutsertaan Anggota Kontingen Provinsi dalam Penyelenggaraan
Pekan dan Kejuaraan Glahraga

Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat
Provinsi

Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional

dan Provinsi

2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional

Seleksi Atlet Daerah
Pemusatan Latihan Daerah vyang Terintegntasi dengan

Pengembangan limu Pengetahuan Teknologi Keolahragaam (Sport

Science)
Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi

Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau

berjasa dalam memajukan Olahraga

Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi
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6.4.

.
3) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
* Pelaksanaan Standar Nasional Pengelolaan Organisasi
Keolahragaan di Provinsi.
* Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan
Lembaga Terkait
4) Fasilitasi Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Provinsi
s Fasilitasi Induk Cabang Olahraga atau Crganisasi Keolahragaan
dalam menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah
Provinsi
5) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang
Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
o Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan
Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta
Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan
Dunia Usaha
e Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan
Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh
Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus
» Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui
perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan

pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi

Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

1} Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
¢ Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi
¢« Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi

* Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan
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Tabel 6. 1. Indikator Kinerja Program, Kelompok Sasaran dan pendanaan indikatif

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Olahraga dan Pemuda
Provinsi Papua
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RENCANA STRATEGIS

DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA
PROVINSI PAPUA TAHUN 2024- 2026
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KINERJA PENYELENGGARAN
BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD
ini ditampilkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua
Tahun 2024-2026

KONDISI TARGET CAPAIAN KONDISI
KINERJA PADA SETIAP TAHUN KINERJA
No INDIKATOR AWAL PERIODE | 2024 | 2025 | 2026 | PADA AKHIR
RPD PREIODE RPD
1 2 | 3 4 ] 6 T
1 Jumlah atlit yang
berprastasi pada event 60 80 100 300
olahraga nasional;
2 Jumiah Sarana dan
Frasarana Olahraga 12 12 12 15
yang dikelola
4. | Jumiah Pelaksanaan
Event Olahrapa 5 10 15 30
Masyarakat Secara
Rutin dalam satu
tahun:
5. | Presentase organisasi
pemuda yang aktif &0 a0 70 100
i Indeks
Pengembangan 0,348 | 0.365 | 0,380 0.500
Olahraga
=
Pengembangan 10 20 30 bo
manajemen Pemuda
dan Olahraga
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Persantase

pembinaan atlet muda
berprestasi

50

7

100

Presantase
pemasyarakatan
olahraga

28.21

30,00

35,35

3537

10.

Persantase
olahragawan olahraga
khusus yang
bemprestasi

130

140

150

200

1.

Persentase pelatih
yang bersertifikat

50

100

100

12,

Persentase Capalan
Kapasitas
Kepemudaan

7o

100

13.

Persentase wirausaha
muda pemula

=

70

108

14,

Persentase Capalan
Kemandirian Ekonomi
Pemuda:

70

100

15.

Persentase realisasi
anggaran Dinas
Kepemudaan dan
Olahraga

o9&

ar

a8

98

16.

Prosentasi temuan
hasil pemeriksaan
yang ditindaklanjuti

5L
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Tabel 7.2

Formulasi dan Elemen Data Indikator Kinerja Dinas Olahraga dan Pemuda
Provinsl Papua Tahun 2024-2028

Indikator Kinerja Deskripsl Formula Elemen
Utamallndikator Indikator Data
Kinerja Program
Indikator Kinerja Utama (Eselon Il)
Jumlah atlit yang Perolehan medali | Jumlah perclehan medali dalam event
barprestasi pada event
event olahraga
nasional
Jumiah atlit yang Jumtah medali
berprestasi pada yang Formulasi;
event olahraga dikumpulkan (}umirzh medali yang dikumpullan
nasional pada event Jumiah seluruh atlit) )
olahraga x 100%
nasional
Persenlase Jumlah pemuda
pemuda asli Papua | asll Papua yang
yang menjadi menjadi
wirausahawan wirausahawan di | Formulasi:
bagi dengan Jumlah pemuda asli Papua Lapkin
jumtah pemuda yang menjadi wiragusachawan
asli Papua Jumlah pemuda asli Papua
keseluruhan x
100 persen % 100%
Indikatar Kinerja ngr&m {Eselon 111
1. Cakupan Jumliah cabang
pembinaan olahraga yang
olahraga dibina dibag|
jumiah seluruh Lapkin
pelatih dikall Formulasi;
dengan 100 {'fu.mlﬂh caabang olahraga yang dibinay
persen FJumlah seluruh cabang olahraga J
| — | S % 100%
2. Cakupan Jumlah pelatih
jumlah pelatih yang bersertifikat | Formulasi;
yang dibagi jumlah Jumlgh pelatih yang bersertif fi"fﬂ') Lapkin
barsertifikat seluruh pelatih ( Jumlah seluruh pelatih
I | el 100 peven X 100%
3. Cakupan Jumlah atlit
pembinaan atiit | pelajar yang
muda dibina dibag| Formulasi; Lapkin
Jumiah seluruh Jumlah atlet pelojar yang dibing
atlit pelajar dikali ( Jumlah selwruh atlit pelajor J
100 persen = 1000
4. Jumlah prestasl | Jumlah prestasi | Jumlah prestasi olahraga
olahraga olanraga Lapkin
5. Perseniase Jumlah
arganisasi organisasi
pemuda yang pemuda yang
aktif aktif dibagl
jumiah seluruh Formulasi: Lapkin
oragnisasi Jumiah ergonisasi pemudo vang aktif
pemuda di kali ( Jumlah seluruh or ganisasi pemuda )
| 100 persen % 1000
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Tabel 7.3. Formulasi dan Elemen Data Indikator Kinerja Dinas Olahraga dan
Pemuda Provinsi Papua

Indikator Kinerja Utama [Eselon 1)

RENSTRA DISORDA TAHUN 20242026

1. Perolehan medall emas | Perolehan medall  emns | Jumlah  Perolehan medall emas Dt hasil
dalam PON dilam PON dalam FON PN
Jumial atlet yvong Jumiah atier yang berprostas pada
2 Lt?;::"l‘lﬂ:?‘:ﬂlih 3;:’: berprestasi pada event aloh | ovent olah rogd nasionsl Data hasil
olah ragn basional | TMER nasional FON
3. Persentane pamtida | Jumish pemusbs AT Pepaa yeng hum.lth et Adi Pagms
s =1l dl ha ey Pl bl i s
Asl) Papua YAy Em".'-u‘"n.:’f.‘u'. periuda Aall wq:r- Riuoh LAPKIN
menjadh wirausahawan | Geen oo persen fpmtl by s in Auly g
Indikator Kinerja Program {Esclon 111}
: Tuinwi bl cabvapgy dduter iy
Turnfih  cul it
1, Calupan  pembiosan | oo dheg Jemisr s ibina o LAFKIN
wlihiraga e it obld Yy Juiilah sarBigrsi i cilanng
milin i diiall TO0 persen wlshrase yang widemslaar
2, Galkupan Pelatl yang | jumish Pelaub m—T Jurniah Vel yiong
hersertifilas il el welurul Palaiih — K tht LAFKIN
3. Jumiah ikl TO pprean bkt sedeaicy Pulatiiy
urmleh stlm pelajar yang
Jmlal wilie [FTFTS . Uidagr b
4 Calupan  pembingan | jiolersumieh sy auil pelaiar i x100% | LAPKIN
atlist mwidda 100 preresn :
lmliah sehoruhailin polajar
5 L";::L:hﬁ Prostasi Jumilah Prostasi olahraga Jumlah Presvasl olahrags LAPKIN
B i arga Pemuda yan Bibvwibalty i st bl mans Paiiiaidle pamg
6. Pernentase ovganisasl | swer  dilogl  Juslah selael - - W LAPKIN
pﬂﬂ“dﬂ ynnuul:tll’ 'n‘u.nhnl Permiida 'l-lm" 1“-“ |n|muhlll1m|hﬂ-.lmutl.
fhinraan Pkl
g2




RENCANA STRATEGIS

DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA
PROVINSI PAPUA TAHUN 2024- 2026
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PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua Tahun 2024-
2026 merupakan penjabaran dari Tujuan, Sasaran, Strategi 3 (tiga) tahun kedepan.
Rencana Strategis ini juga mengacu pada pembangunan urusan Keolahragaan
dan Kepemudaan dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala
yang ada dan mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas

Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua.

Rencana Strategis Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua Tahun 2024-2026
ini menjadi pedoman bagi sekretanat, 4 (empat) bidang, dan 1 (satu) unit kerja di
lingkungan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua dalam menyusun
Rencana Kerja (Renja) 3 (tiga) tahun yang akan datang serta menjadi alat

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahunan.

Untuk mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua 2024-2026, maka
ditetapkan kaidah- kaidah pelaksanaan sebagai berikut .

1. Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua berkewajiban untuk
melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam RENSTRA Tahun
2024-2026 dengan sebaik-baiknya sehingga indikator kinerja sasaran dan
indikator program yang telah ditetapkan dapat tercapai.

2. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan RENSTRA Tahun 2024-2026,
Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua melalui Sekretariat dan Bidang-
Bidang diwajibkan menjabarkan RENSTRA ke dalam Rencana Kerja tahunan.
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3. RENSTRA Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua Tahun 2024-2026
merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja
tahunan dan 3 (tiga) tahunan, sehingga diharapkan dapat meminimalisir
pelaksanaan Kegiatan yang menyimpang/ tidak sesuai dengan tugas dan

fungsi Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua.

Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan komitmen, dukungan, kesungguhan dan
rasa tanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan dan perannya,
sehingga Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua dapat mewujudkan Renstra
tahun 2024-2026.
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Penyusunan dokumen perencanaan Saluan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
merupakan proses krusial dalam mencapai efekiivitas dan efisiensi pelayanan
publik. Proses inl dimulal dengan identifikasi kebutuhan dan prioritas masyarakat
yang menjadi sasaran pelayanan SKPD. Langkah pertama adatah analisis situas
yang mencakup penilaian terhadap kondisi intermal dan ekstenal, termasuk
polensi, lanlangan, serla peiuang yang ada, Seielah analisis siluasi, SKPD
menyusun tujuan dan sasaran slralegis yang akan menjadl panduan dalam
panyusunan program dan kegiatan seria harus selaras antara RPD dan Renstra
SKFD, Tahap barkutnya adalah penyusunan rencana kerja (Renja) yang memuat
program dan kegiatan beserta Indikator kinerja dan largel yang Ingin dicapai. Renja
ini harus disusun secara realistis dan terukur, dengan mempertimbangkan sumber
daya yang tersedia, baik anggaran, lenaga kerja, maupun waktu.

Renstra diharapkan mampu menghadapi perubahan besar yang akan terjadl di
lingkungan Dinas Olahraga dan Pemuda pada khusunya dan Pamarintah Pravinsi
Papua pada umumnya dengan prinsip — prinsip tata kelola pemerintahan yang baik
agntara lain efisiensi, evekiifiias, transparansi, akuniabiliias dan partisipasi.
Selanjutnya dalam sefiap perencanan dan pelaksansan program tahunan akan
dievaluasi sebagal perwujudan laporan akuntabiiitas kinerja inslansi pamerintah.
Diharapkan kualilas serta kusnlitas kinerja yang telah ditetapkan sesual
indikalomya sehingga dapat dilakukan pengukuran keberhasllan dan evaluasi
kegagalan perencanaannya.

Pil. KEPALA DINAS
OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINS| PAPUA,

SONYA MONIM, SH
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